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MOTTO

“Kepercayaan diri adalah percaya yang bermula dari cara-cara hebat dan

terhormat dengan harapan pasti dan keyakinan pada diri sendiri”

( Sumber : Cicero, De Inventions Retorica. Kristal Cinta Para Pujangga,2004)
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RINGKASAN

Pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia bertujuan
untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas
dari upaya pemerintah dalam peningkatan fungsi perbankan di Indonesia,
sehingga dengan adanya perbankan, masyarakat dapat mengembangkan atau
mendirikan usaha dengan modal usaha yang bisa dipinjam dari bank. Pinjaman
modal usaha yang diberikan oleh bank berupa kredit, apabila pengajuan kredit
tersebut telah memenuhi persyaralan-persyaratan yang telah ditentukan pihak
bank yang bersangkutan, demi lancarnya pemberian kredit,

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menulis skripsi dengan judul
Perjanjian Kredit yang dibebani Jaminan Hak Tanggungan dan Penyelesaian
Wanprestasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah Jaminan dalam perjanjian kredit bukan
milik Debitur, penjualan Jaminan dalam pelunasan kredit dan upaya yang
dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi jika
Debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Tujuan penyusunan skripsi Perjanjian Kredit yang dibebani Jaminan Hak

Tanggungan dan Penyelesaian Wanprestasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Kantor Cabang Ngawi adalah mengkaji dan menganalisis jika dalam

perjanjian kredit, jaminan yang digunakan bukan milik Debitur dan akibat hukum
Jika terjadi penjualan barang jaminan dalam upaya pelunasan kredit. Selain itu :
untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang ditempuh pihak bank, jika Debitur
tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Metodologi yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini adalah pemecahan masalah dengan pendekatan tertentu,
data-data, instrument dan pengolahan data sedang pendekatan masalah adalah
yuridis Normatif yaitu pendekatan dengan melakukan kajian terhadap peraturan
perundang-undangan, teori hukum dan yurisprodensi yang berhubungan dengan
permasalahan yang dikaji.

Apabila mengajukan permohonan kredit diperlukan jaminan. Hal ini untuk

mempermudah pihak Kreditur jika dalam pelaksanaan perjanjian Debitur tidak

X1
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memenuhi kewajibannya. Bila pemberian jaminan bukan milik Debitur, pihak
Bank memberikan Syarat pemilik jaminan yang asli Juga bertanggungjawab
terhadap perjanjian kredit tersebut. Pemberian jaminan bukan milik Debitur perku
adanya klausula khusus bila dalam perjanjian kredit Debitur tidak memenuhi
kewajibannya.

Mengenai penjualan objek jaminan dalam praktek diperbolehkan, selama”
proses penjualan diketahui oleh pihak Bank dan tidak dibawah tangan. Penjualan
objek jaminan untuk pelunasan kredit dilakukan pihak Debitur dengan surat
permohonan kepada pihak Bank. Kemudian akan diberikan keleluasaan kepada
debitur untuk menawarkan kepada pihak ketiga. Jika sudah ada pembeli_ yang
bersungguh-sungguh, maka diadakan perjanjian jual beli. Setelah i’tu pefnbayaran
dilakukan di Bank, dimana Debitur membuat perjanjian,

Tentang penyelesaian Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, pthak-~
Bank mempunyai dua alternative penyelesaian, yaitu: melalyj jalur intern dan
jalur hokum. Jika melalui jalur intern, kepada pihak Debitur ditawarkan
penyelesaian melaly; Rescheduling, Re.s‘truklurmg dan Reconditioning. Jika

ternyata Debitur tidak melaksanakan apa yang disepakati dalam penyelesaian.

Bank melalui Jalur hukum adalah melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara (KP2LN), Pengadilan Negeri dan Jasa Arbitrase. Akan tetapi pihak Bank
akan memilih melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP?.LN),
sedangkan jika Bank milik Swasta penyelesaian langsung ke Pengadilan Negeri.

Jadi dalam pemberian Jaminan dalam pemberian kredit bila jaminan bukan
milik Debitur, maka pihak Bank membuat Syarat agar pemilik jaminan yang aslj
tkut bertanggungjawab terhadap perjanjian kredit tersebut. Tentang penjualan
barang jaminan untuk melunasi kredit diperbolehkan selama diketahui pihak Bank
dan tidak dibawah tangan. Pilihan penyelesaian Jika Debitur wanprestasi dengan
jalur intern dan Jalur hukum, Penyelesaian dengan jalur intern adalah dengan
Resheduling, Resctrukturing dan Reconditioning, sedang melalui jalur hukum
adalah dengan pelimpahan ke Kantor Pelayanan piutang dan Lelang Negara,
Pengadilan Negeri dan Jasa Arbitrase.
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BAB I \% /
PENDAHULUAN : :

Pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia bertujuan

1.1 Latar Belakang

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari
upaya Pemerintah dalam peningkatan fungsi Perbankan di Indonesija. Dengan
adanya Perbankan, masyarakat dapat mengembangkan atau mendirikan usaha
dengan modal usaha yang bisa dipinjam dari Bank Pinjaman modal usaha yang
diberikan oleh pihak Bank berupa kredit, apabila pengajuan kredit tersebut telah
memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan pihak Bank yang
bersangkutan demj lancarnya pemberian kredit

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang  No.10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang  Perbankan,
menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan
ckonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Pasal 6 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 lentang Perubahan atas Undang-
Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa salah saty
usaha Bank umum adalah memberikan kredit.

Bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang, namun
Bank adalah usaha yang mensirkulasikan dana dar; masyarakat yang berupa
simpanan  dikeluarkan berupa kredit vang diberikan kepada masyarakat.
Masyarakat dapat mengajukan pinjaman pada Bank berupa kredit dengan
mengajukan permohonan kredit yang diperlukan kepada Bank,

Didalam pemberian kredit pihak Bank tidak dapat memberikan begitu saja

kepada Debiturnya.
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Pemberian jaminan dalam perjanjian kredit perlu dinyatakan dalam klausul
perjanjian kredit, hal ini agar pihak Kreditur merasa aman atas pemenuhan
pelunasan kredit tersebut. Jaminan yang diberikan seharusnya milik Debitur, akan
tetapi dalam praktek seringkali ditemui jaminan milik orang lain. Menyikapi hal
ini pihak Kreditur dapat memberikan kredit dengan syarat pemilik jaminan yang
asli ikut bertanggungjawab terhadap perjanjian tersebut, bila dikemudian hari
ditemui permasalahan. Pihak Kreditur jelas tidak ingin jaminan yang diberikan
tersebut tidak jelas, karena jika kredit tersebut macet Jaminan dapat dijadikan
sebagai pelunasan kredit. Jadi pihak Debitur dan pemilik jaminan bersama-sama
bertanggungjawab terhadap perjanjian kredit tersebut.

Lembaga jaminan atas tanah saat ini adalah Hak Tanggungan atas tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang merupakan salah satu
lembaga jaminan yang diharapkan mampu untuk mempermudah dan memberikan
perlindungan hukum bagi Kreditur jika terjadi suatu hal Debitur tidak
melaksanakan kewajiban (Wanprestasi) karena kesengajaan atau kelalaian Debitur
itu sendiri atau karena adanya keadaan memaksa (Overmacht). Disisi lain untuk
memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yaitu Debitur itu sendiri dan
pihak ketiga yang ikut mempunyai kepentingan dalam hal tersebut.

Hak Tangungan tersebut merupakan jaminan atas tanah untuk pelunasan
hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Kreditur tertentu
terhadap Kreditur lain. Dalam arti, bahwa jika Debitur cidera janji Kreditur
pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang
dijadikan jaminan menurut perundang-undangan yang berlaku, dengan hak
mendahului daripada Kreditur yang lain.

Berdasarkan uraian diatas sesuai dengan permasalahan yang ada maka
dalam skripsi ini penyusun mengambil judul “PERJANJIAN KREDIT YANG
DIBEBANI JAMINAN HAK TANGGUNGAN DAN PENYELESAIAN
WANPRESTASI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG NGAW] .”
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1.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam pembahasan skripsi ini adalah tentang perjanjian
kredit yang dibebani Jaminan Hak Tanggungan dan Penyelesaian Wanprestasi
Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi.

Untuk mempermudah pembahasan permasalahan, penyusun membatasi
pembahasan mengenai jaminan yang bukan milik Debitur, penjualan objek
jaminan untuk pelunasan kredit dan upaya penyelesaian wanprestasi pada PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi.

1.3 Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis dapat menarik beberapa

permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana jika objek jaminan dalam [perjanjian kredit bukan milik
Debitur ?
b. Bagaimana jika terjadi penjualan objek jaminan pada saat proses

pelunasan kredit ?
O Upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor
Cabang Ngawi jika Debitur tidak memenuhi kewajibannya ?

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai

berikut :
1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan skripsi ini adalah:
1. Untuk memenuhi salah satu Syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum,
sesuai dengan ketentuan kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember;
Sebagai pengaplikasian Ilmu Hukum yang telah didapat dibangku kuliah

o

kedalam realitas permasalahan hukum didalam masyarakat:

3. sebagai sumbangsih pikiran bagi masyarakat pada umumnya dan
mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya sebagai perbendaharaan
karya ilmiah bagi yang memerlukannya.
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1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan Khusus dari penyusunan skripsi ini adalah:
1.Untuk mengkaji dan menganalisis bila dalam perjanjian kredit objek jaminan
bukan milik Debitur.

proses pelunasan kredit.
3.Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi Jika Debitur tidak memenuhi

kewajibannya.

L.5 Metodologi Penulisan

Sebuah karya tulis ilmiah selalu mempunyai metode-metode tertenty yang
menuntun pada pemecahan-pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan
tertentu, data-data, instrumen dan pengolahan data menjadi hasil yang konkrit
yang bersifat ilmiah (Universitas Jember,1998:17).

Tahap yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dan penyusunan

skripsi ini untuk mendapatkan data-data maka d lakukan sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul skripsi serta materi-materi yang dibahas, metode
pendekatan masalah yang dipakai dalam Penyusunan skripsi ini adalah
pendekatan yuridis normatif Yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian
terhadap peraturan perundang-undangan, teor; hukum dan yurisprodensi yang

berhubungan dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas (Soemitro, 1990: 10).

1.4.2  Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data -
1.4.2.1 Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-undang RI No. 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang
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Berkaitan dengan tanah dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
1.4.2.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang erat hubungannya dengan
sumber data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami sumber
data primer yang meliputi beberapa sumber literatur berupa buku yang
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan seminar-seminar hukum

nasional yang berkaitan dengan skripsi ini. (Soemitro, 1990:68)

1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah studi literature dan interview (wawancara) dengan Pimpinan PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi. Studi literatur yaitu usaha
mempelajari serta menganalisis tulisan ilmiah dan mengembangkannya dengan
cara membaca literatur, sedang interview (wawancara) yaitu pengumpulan data

dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan responden.

1.5.4  Analisis Data

Didalam menganalisis data yang diperoleh dalam skripsi ini, digunakan
metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran
singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan angka
statistic melainkan didasarkan atas analisa yang diuji dengan masalah yang akan
dibahas. (Soemitro,1990:1 38).

Setelah data dianalisis dan dibahas baru kemudian ditarik kesimpulan
dengan mengunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang

bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI
2.1 Fakta

Pada tanggal 3 Mei 2002, Nyonya X dan Tuan Y, yang bertempat tinggal
di Ngawi, Jalan Kyai Mojo RT 04 RW 01 membuat Akta Persetujuan Membuka
Kredit dengan Akta Notaris No. 03 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan
dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah No.89 / HT / V / Ngawi / 2002. Selaku
Debitur memberi kuasa kepada Penerima Kuasa atau Kreditur untuk
membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang Debitur
sejumlah Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah), sejumlah uang yang dapat
ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut dan
perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya sampai sejumlah nilai
tanggungan yang ditandatangani oleh Debitur dengan Kreditur yaitu PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Ngawi yang dibuktikan dengan Akta
Perjanjian Membuka Kredit No. 03 dan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat
dihadapan Notaris yang digunakan dalam perjanjian kredit.

Nilai tanggungan yang diberikan sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh
satu juta rupiah) atas objek Hak Tanggungan, 1 (satu) bidang tanah yaitu Hak
Milik berdasarkan sertifikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional di
Kelurahan Pelem atas sebidang tanah seluas 108 m2 dengan No. Identifikasi
Bidang tanah (NIB) terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi,
Kecamatan Ngawi, Kelurahan Pelem, Jalan Kyai Mojo RT. 04 RW. 01 Kelurahan
Pelem. Adapun objek Hak Tanggungan ini meliputi segala sesuatu yang berdiri,
tertanam dan berada diatasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut..

hukum dianggap sebagai benda tetap.

Kedua orang Debitur itu bersama-sama bertanggungjawab dan pelunasan . '

kredit. Berkaitan dengan objek Hak Tanggungan, maka Sertifikat Hak
Tanggungan No. 365 dan Buku Tanah No. 160 / 2002 yang diterbitkan oleh
Badan Pertanahan Negara. Dalam hal perjanjian kredit jika terjadi Debitur
wanprestasi maka Debitur dan Kreditur memilih Badan Urusan Piutang Negara

untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan tidak merugikan kedua belah pihak. _
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2.1 Dasar Hukum
Dasar hukum yang dipakai dalam skripsi tentang perjanjian kredit yang
dibebani jaminan Hak Tanggungan dan penyelesaian wanprestasi pada PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi adalah:
1. KUH Perdata
a. Pasal 1131

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada dikemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

b. Pasal 1132
Kebendaan tersebut menjadi Jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya
piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang ada
alasan-alasan yang sah untuk didahulukan

¢. Pasal 1233
Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena
undang-undang.

d. Pasal 1234
Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu
atau tidak berbuat sesuatu.

€. Pasal 1313
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

f.  Pasal 1320
Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat -
- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- suatu hal tertentu

- suatu sebab yang halal

s s e o
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g Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

h. Pasal 1754

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula.

2. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

4. Kep. Menkeu RI No. 333 / KMK 0] /2000 Tentang Pengurusan Piutang

Negara.

2.2 Kerangka Teori
2.2.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pada dasarnya perjanjian atau persetujuan menurut pasal 1313 KUH
Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Tirtodiningrat ( dalam Tje’Aman, 1989:18), memberikan pengertian
perjanjian sebagai berikut “Suatu perbuatan hukum berdasarkan keterangan kata
sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum
yang diperkenankan Undang-Undang.”

Menurut  Subekti (1992 :1)., Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal.

Peristiwa tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang

yang dinamakan Perikatan. Perjanjian menerbitkan suaty perikatan antara dua
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orang yang membuatnya dalam perjanjian berupa rangkaian perikatan yang
mengandung kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.

Mengenai syarat sahnya perjanjian dapat diketemukan dalam pasal 1320
KUH Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan
empat syarat, yaitu :

a sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
C. suatu hal tertentu;

d.  suatu sebab yang halal.

Berkaitan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut ,R. Subekti (1992:17)
mengklasifikasikan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam syarat Subjektif dan
syarat Objektif ;

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat Subjektif karena mengenai
orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedang dua syarat terakhir
adalah mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang
dilakukan disebut syarat Objektif

Didalam hal syarat Subjektif, bila syarat itu tidak dipenuhi perjanjiannya
batal demi hukum. Salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya
perjanjian dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak
yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya tidak bebas. Pada
perjanjian tersebut tetap mengikat, selama tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas
permintaan pihak yang meminta pembatalan.

Didalam syarat Objektif, bila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu
batal demi hukum. Pengertiannya dari semula tidak pernah dilahirkan perjanjian
dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak mengadakan perjanjian
tersebut atau melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal Jadi tidak ada dasar
untuk saling menuntut didepan Hakim.

Asas-asas yang harus diperhatikan didalam perjanjian adalah:

I. Asas Konsensualitas (terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata)
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Membuat perjanjian disyaratkan adanya suatu consensus yaitu para pihak
sepakat atau setuju mengenai suatu soal yang diperjanjikan. Dengan adanya
asas konsensualitas berarti perjanjian itu lahir sejak adanya kesepakatan.
(Sutarno,2003 :77).
2. Asas Kebebasan Berkontrak (terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata)
Setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang
berisi apa saja dan macam apa saja, asalakan perjanjian tersebut tidak
bertentangan  dengan kepatuhan, kebiasaan dan Undang-undang,
(Supramono, 1997 :59).
3. Asas itikad Baik (terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata)
Perjanjian yang sudah disepakati para pihak yang diwujudkan denagn
penandatanganan perjanjian oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad
baik, dengan cara menjalankan atau melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh
bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. ( Sutarno, 2003 : 77).
4. Asas Kepastian Hukum
Kepastian hukum dalam hukum perjanjian terlihat dari kekuatan mengikatnya
perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak
dapat ditarik kembali selain dengan adanya sepakat kedua belah pihak atau
karena alasan Undang-undang dinyatakan cukup. ( Tje’Aman, 1989:29).
2.2.2  Pengertian Perjanjian Kredit
2.2.2.1 Pengertian Kredit
Kredit berasal dari bahasa Romawi, credere yang berarti percaya. Dasar
dari kredit adalah kepercayaan. Pihak pemberi kredit (Kreditur) percaya bahwa
penerima akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan baik
yang menyangkut jangka waktu maupun prestasi dan kontra prestasi.
Sinungan (dalam Tje’Aman, 1989:2) memberikan definisi tentang kredit
yaitu: “Suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan
prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang

disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.”
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Definisi kredit dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 10 tahun
1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
menjabarkan sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah Jangka waktu tertentu dengan memberikan
imbalan atau bagi hasil.”

Unsur kepercayaan adalah intisari dari kredit, oleh karena itu unsur

kepercayaan mutlak diperlukan dalam perjanjian kredit, sehingga dalam

penyaluran kreditnya bank wajib memiliki keyakinan atas kembalinya kredit dari

debitur sesuai waktu yang diperjanjikan.

Keyakinan tersebut didapatkan melalui peneiltian yang seksama pada
faktor-faktor The Five C'S of Credit Analisist sebagai ukuran untuk menganalisis
tetang kesanggupan debitur agar dapat mengembalikan pinjaman dalam suatu
permohonan kredit. 7he Five C'S of Credit Analisist adalah:

a. Character, sifat dari debitur seperti kepribadian, kejujuran, dan moralnya.
Dengan mengetahui karakter debitur tersebut, maka dapat diketahui
kemampuan untuk membeyar. Oleh karena itu bank perlu referensi dari bank
lain tentang karakter debitur tersebut.

b. Capital, modal debitur yang dilihat dari besar dan stuktur modal termasuk
kinerja hasil dari modal itu sendiri maupun dari perusahaan bila debitur
merupakan perusahaan dan segi pendapatannya bila debitur perseorangan

¢. Capacity, kemampuan debitur dalam mengembangkan dan mengendalikan
usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit.

d. Collateral, yaitu agunan yang diberikan debitur kepada bank harus memiliki
nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi.

¢. Condition of Economy, kondisi perekonomian debitur menjadi perhatian pihak
bank dalam perjanjian kredit tersebut. Selain itu kebijakan pemerintah dalam
bidang Politik, sosial budaya dan segi lainnya dapat memepengaruhi kondisi

perekonomian secara keseluruhan.( Djumhana,2000:394),
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Berdasarkan seluruh pengertian dan definisi tentang kredit adalah unsur
saling percaya antara pihak Debitur dan pihak Kreditur dan wajib untuk ditaati

keduanya

2.2.2.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah dan pengertian perjanjian kredit tidak terdapat dalam KUH Perdata
maupun dalam Undang-Undang Perbankan. Istilah Perjanjian Kredit dapat
ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15 /EK /10 / 1966 Tanggal 3
Oktober 1966 Jo. SE BNI Unit I No. 2 / 539 / UPK / Pemb / 1966 dan SE BNI no.
2 / 643 /UPK / Pemb /1966 Tentang Pedoman Kebijaksanaan dibidang
Perkreditan. Instruksi yang ditujukan pada masyararakat bank tersebut,
menyatakan bahwa dalam memberikan perjanjian kredit dalam bentuk apapun,
bank wajib mempergunakan “ Akad Perjanjian Kredit™

Akad Perjanjian Kredit dalam prakteknya didunia perbankan dikenal
dengan berbagai istilah yaitu persetujuan buka kredit, perjanjian pinjam uang atau
perjanjian kredit.

Mengenai pengertian Perjanjian Kredit tersebut, Abdul Hay (dalam
Tje’Aman, 1989:30) menyatakan bahwa pengertian perjanjian kredit mirip dengan
perjanjian pinjam meminjam. Pengertian perjanjian pinjam meminjam dalam
KUH Perdata tercantum dalam Pasal 1754 yang menyebutkan bahwa -

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis
karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”
Demikian pula dengan Subekti (1991 :18) yang berpendapat bahwa

perjanjian Kredit sama dengan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur
dalam Pasal 1754 sampai Pasal 1769 KUH Perdata.

Meskipun dikatakan bahwa perjanjian kredit mirip dengan perjanjian
pinjam-meminjam, namun sebenarnya ada perbedaan, perbedaan tersebut
berkaitan dengan objek dan tempat terjadinya perjanjian. Jika dalam perjanjian
pinjam-meminjam objeknya dapat berupa uang atau barang yang habis karena
pemakaian, sedangkan dalam perjanjian kredit objeknya adalah uang dan
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pengembaliannya senantiasa disertai sejumlah bunga. Kemudian Jika perjanjian
pinjam-meminjam tempat terjadinya dalam masyarakat umum, sedangkan

perjanjian kredit hanya terjadi dalam lingkup dunia perbankan.

2.2.3 Pengertian Jaminan ‘

Mengenai jaminan secara umum telah diatur dalam Pasal 1131 KUH
Perdata yang menyebutkan bahwa - “Segala kubenddan si Ivberutang. baik yang
bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Dengan adanya ketentuan tersebut berarti secara hukum seluruh
kepercayaan si debitur sudah terikat sebagai jaminan untuk pelunasan kredit yang
diterimanya dari bank meskipun tidak dilakukan pembuatan perjanjian pengikatan
jaminan terlebih dahulu.

Selanjutnya mengenai Jaminan kredit ini, dalam Pasal 8 Undang-undang
No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan menyebutkan

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah, Bank
umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas
itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi

Penjelasan Pasal 8 tersebut, menyatakan bahwa kredit yang diberikan oleh
Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus
memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk memberikan kredit dalam
arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pihak debitur untuk melunasi
hutang sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus
diperhatikan pihak Bank.
Adapun jenis-jenis jaminan kredit berdasarkan Perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia pada dasarnya, jaminan kredit dibagi atas :
a. Jaminan Perorangan (Personal Guaranty), yaitu jaminan berupa pernyataan
kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan

kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak bank, bila debitur wanprestasi.
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b. Jaminan chendaah, Jjaminan ini berupa harta kekayaan dari debitur maupun
pihak ketiga, yang diberikan guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur
kepada pihak bank apabila debitur melakukan wanprestasi.(Satrio, 1997: 17)

Kemudian menurut sifatnya Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu;
- Jaminan dengan benda atau barang berwujud (materiil) yang terdin dari

benda bergerak dan benda tidak bergerak.

- Jaminan dengan benda tidak berwujud (imateriil) yang biasanya berupa hak
tagih. (Satrio, 1997:17)

Benda bergerak yang biasanya diterima pihak Bank untuk jaminan dapat
berupa kendaraan bermotor, logam mulia, stok barang dan barang-barang yang
dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif, sedangkan untuk benda tidak
bergerak biasanya yang diterima pihak Bank berupa tanah, bangunan, serta mesin-
mesin pabrik yang melekat di atas tanah. |

Selain jenis-jenis jaminan tersebut, dalam praktek dunia perbankan
terdapat pula jaminan yang berupa ijasah, SK Pegawai Negeri, serta SK Pensiun.
Meskipun bentuk jaminan tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi orang
lain, tetapi pihak Bank mempunyai kedudukan yang lebih baik dari pada debitur .
biasa karena pihak Bank mempunyai sarana penekan “Secara Psikologis “ untuk
mendapatkan pelunasan dengan lebih mudah dan lebih dahulu dari pada debitur
lain.(Satrio, 1997 :12)

Tujuan dari pemberian jaminan adalah agar pihak Bank merasa aman atas
pemenuhan prestasi dari debitur. Oleh karena itu Bank selalu meminta Jjaminan
berupa agunan, selain melihat kondisi atau jaminan imateriil yang lainnya, sebab
dengan adanya agunan akan memberikan hak dan kekuasaan pada bank untuk
mendapatkan pelunasan dari kredit yang dibebani barang jaminan tersebut apabila

Debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutang pada waktu telah

ditetapkan sesuai perjanjian.

Agar bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaannya atas barang-barang
Jaminan tersebut, maka diadakan pengikatan Jjaminan yaitu berupa Perjanjian
Pengikatan Jaminan, Pengikatan jaminan yang dikenal dan biasa digunakan dalam

lingkungan perbankan adalah Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia.
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2.2.4 Pengertian Hak Tanggungan

Hak Tanggungan diatur berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan
dengan Tanah.

Pengertian Hak Tanggungan adalah jaminan yang dibebankan hak atas
tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan
dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan
yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Dari pengertian tersebut, dapat diuraikan elemen atay unsur-unsur pokok
Hak Tanggungan yaitu:

I Hak Tanggungan adalah hak Jaminan untuk pelunasan hutang

2. Utang yang dijamin Jumlahnya tertentu

3. Objek Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah sesuai dengan Undang-
undang pokok agrarian yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha dan Hak Pakai

4. Hak Tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda yang
berkaitan dengan tanah atau hanya tanahnya saja

5. Hak Tanggungan memberikan hak Preferent atau hak diutamakan kepada
kreditur tertentu terhadap kreditur lain.( Sutarno,2003:153),

Sifat-sifat Hak Tanggungan

Hak tanggungan sebagai hak Jaminan diatur dalam Undang-Undang No. 4
Tahun 1996 mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

I. Hak Tanggungan memberikan Hak Preferent ( droit de preference) atau

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-
kreditur lain ( Pasal 1 ayat 1 ).
Artinya bila debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya maka seorang
kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan
dan kreditur pemegang jaminan diutamakan untuk mendapatkan pelunasan
hutang dari hasil penjualan Jaminan tersebut.

2. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi ( Pasal 2 ).
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Artinya Hak Tangéungan membebani secara utuh objek Hak Tanggungan
dan setiap bagian dari padanya. Pelunasan sebagian dari utang yang dijamin ,
tidak berarti terbebasnya sebagian objek Hak Tanggungan dari beban Hak
Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan ity tetap membebani seluruh objek
Hak tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunas;j.

Hak Tanggungan mempunyai sifat droit de suire (Pasal 7).

Sifat Droit de suijte disebut juga caaksgevolg artinya pemegang Hak
tanggungan mempunyai hak mengikuti objek hak tanggungan meskipun objek
hak tanggungan telah berpindah dan menjadi pihak lain, Misalnya objek
Jaminan dijual dan menjadi milik pihak lain, maka Kreditur sebagai pemegang-
hak Tanggungan tetap mempunyai hak untuk mengeksekusi atas jaminan Jika
Debitur cidera Janji, meskipun tanah atay jaminan tersebut milik orang lain.
Hak Tanggungan mempunyai sifat Accessoir.

Seperti perjanjian jaminan lainnya, Hak Tanggungan bersifat accessoir artinya
Hak Tanggungan bukanlah Hak yang berdiri sendiri, tetapi lahimya
keberadaannya atau eksistensinya atay hapusnya lergantung  perjanjian
pokoknya yaitu perjanjian kredit atay perjanjian utang lainnya. Atau dengan
kata lain kelahiran dan adanya Hak Tangggungan tentukan oleh piutang yang
dijamin pelunasannya, Demikian Juga Hak Tanggungan menjadi hapus
otomatis kalau perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atay perjanjian lain
yang menyimpulkan utang-piutang hapus yang disebabkan karena lunasnya
kredit atau | unasnya utang atau sebab lain.

Fungsi Hak Tanggungan adalah untuk menjamin hutang yang besarnya
diperjanjikan dengan perjanjian kredit atau perjanjian utang. Utang yang
dijamin Hak Tanggungan harus memenuhi syarat Pasa| 3 ayat | UUHT, yaitu:
Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah saja,

Pada dasamya Hak Tanggungan hanya dibebankan pada hak atas tanah saja.
Hak tanah yang dapat dijadikan Jaminan sesyaj Undang-Undang Pokok
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Pakai atas tanah Negara yang menuryt sifatnya dapat dipindah
tangankan.(Pasal 4 ayat | UUHT).

Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak-hak atas tanah berikut benda-
benda yang berada diatasnya dan dibawah tanah,

Benda-benda yang diatas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
dan benda  dibawah permukaan tanah ikut atay turut dibebani Hak

Tanggungan maka harus dinyatakan secara tegas oleh para pihak dalam Akta

Hak Tanggungan, maka benda-benda yang berada diatas tanah tersebut tidak
termasuk sebagai Jaminan yang dibebani Hak Tanggungan,

Hak Tanggungan berisi hak untuk melunasi utang dari hasil penjualan benda
Jaminan dan tidak memberikan hak bagi kreditur untuk memiliki benda
Jaminan,

Sifat ini sesuaj dengan tujuan Hak Tanggungan yaitu untuk menjamin
pelunasan utang apabila Debitur cidera Janji dengan mengambil dari penjual
benda jaminan itu, bukan untuk dimiliki Kreditur sebagai pemegang Hak
Tanggungan. Ketentuan ini juga untuk melindungi kepentingan Debitur dari
tindakan sewenang-wenang Kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan,

Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial

mengeksekusi benda Jaminan, jika debitur cidera janji. Dasar hukum untuk
mengajukan eksekusi adalah Pasa] 6 UUHT.

Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan
salah satu Perwujudan dari kedudukan diutamakan yan g dipunyai oleh
pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam
hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan,

Hak Tanggungan mempunyai sifat spesialis dan publisitas

Sifat spesialis atau disebuyt Juga pertelaan adalah uraian yang jelas dan terinci
mengenai objek Hak Tanggungan yang meliputi rincian mengenai Sertifikat
hak atas tanah.
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Sifat publisitas adalah Akta Hak Tanggungan harus didaftarkan di Kantor ,
Pertanahan dimana tanah yang dibebani Hak Tanggungan berada. Dengan
didaftarkan Akta Hak Tanggungan, maka masyarakat dapat mengetahui |
bahwa suatu bidang tanah telah dibebani Hak Tanggungan, sehingga
masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan jual beli berkenaan dengan |
tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan tersebut.(Sutarno,2003:160) |
Pemilik tanah bisa debitur sendiri atau orang lain atau badan hukum lain
bukan Debitur. Hanya orang atau badan hukum pemilik tanah saja yang berhak
menjaminkan dengan memberikan Hak Tanggungan. Dari sertifikat tanah dapat
diketahui orang atau badan hukum yang tertulis diatas sertifikat tanah itu yang
berhak memberikan Hak Tanggungan.

Hak dari Pemegang Hak Tanggungan adalah apabila Debitur ingkar janji ,
maka pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melakukan penjualan
atau pelelangan umum atas barang jaminan serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan itu terlebih dahulu dari pada Kreditur-kreditur
lainnya. Nilai maksimum adalah sebesar nilai Hak Tanggungannya tersebut,

sedangkan nilai sisa hasil penjualan menjadi hak debitur yang memberi Hak

Tanggungan,

2.2.5 Pengertian Bank

Pertumbuhan dunia perbankan pada dasawarsa terakhir sedemikian
pesatnya. Masing-masing kelompok dunia usaha berupaya untuk memacu kendali
roda bisnisnya kebidang finasial dan bank sebagai wujud objektifitas usaha yang
menghasilkan likuiditas seolah merupakan jasa dan mesin uang yang baik untuk
memelihara usaha jangka panjang.

Pengertian bank menurut Pasal | angka 2 Undang-undang No. 10 tahun
1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
memberikan definisi sebagai berikut:
" Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkan kepada mayarakat dalam bentuk kredit dan atay bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

ML RO ;0
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Menurut Simorangkir ( dalam Sembiring, 2000:1) memberikan pengertian
tentang bank sebagai berikut; bank merupakan salah satu badan usaha lembaga
keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa.

Adapun pemberian kredit ity dilakukan baik dengan modal sendiri atay
dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan
memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Jadi bank merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum yang
bergerak dibidang jasa keuangan, baik Juga sebagai badan hukum berarti secara
vuridis adalah merupakan subjek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri
dengan pihak ketiga.

Selanjutnya menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang
perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, membagi bank
menurut jenisnya, yaitu:

a. Bank Umum
b. Bank Perkreditan Rakyat
a. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran. :

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional atay berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak
memberikan jasa dalam laly lintas pembayaran. Pada intinya Bank Perkreditan
rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,

Usaha Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam Pasal 13 Undang-
undang No. 10 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan,

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai
peranan yang cukup penting. Karena bank merupakan sistem keuangan setiap

Negara. Bank merupakan lembaga keungan yang menjadi tempat bagi perusahaan,
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lembaga pemcn'nﬁﬂian, Swasta maupun perorangan dalam menyimpan dananya 1
mleleui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani
kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi
semua sektor perekonomian, ( Suyatno dalam Sembiring, 2000:7),

Oleh karena itu, kehadiran bank dirasakan semakin penting ditengah
masyarakat, Hal inj dapat dilihat dari arus transaksi yang dilakukan masyarakat
dan penggunaan surat berharga dalam sistem pembayaran giral.

Fungsi pokok bank menurut Pasal 3 Undang-undang Perbankan adalah
sebagai penghimpun dana masyarakat. Selain itu ada tujuan lain yaitu peningkatan
kesejahteraan masyarakat banyak. Maka dari itu keberadaan bank sangat

diperlukan dewasa ini. Bank menjadi salah satu asset keuangan dan bank juga

sebagai penunjang jasa keuangan baik bagi perusahaan atay perorangan,

2.2.6 Pengertian Wanprestasi dan cara penyelesaiannya

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “ Prestasi
Buruk” (Subekti ,1991:45), Seorang debitur dikatakan wanprestasi jika lalai atay
ingkar janji apabila ia tidak melakukan apa yang diperjanjikannya. Untuk
dikatakan wanprestasi harus ditemukan unsur kesalahan pada diri debitur Bank
yang disebabkan oleh kesengajaan maupaun kelalaian.

Menurut Subekti (1991:45) Wanprestasi dari debitur dapat berupa 4
macam;

a. tidak melakukan apa-apa yang disanggupi akan dj lakukannya;

b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan;
melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. melakukan sesuaty yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Seorang Debitur yang tidak melaksanakan kewajiban ‘yang telah
diperjanjikan tidak dapat langsung dikatakan Wanprestas;. Terhadap debitur
tersebut sebelumnya harus diperingatkan atay diberi teguran terlebih dahuly
bahwa pihak lain menghendaki pelaksanaan perjanjian.

vt
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Menurut SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung ) No. 3 Tahun 1963 |
yang isinya anjuran kepada seluruh Hakim di Indonesia agar tidak
memberlakukan pasal-pasal tertentu dalam KUH Perdata diantaranya Pasal 1238
KUH Perdata, dimungkinkan adanya gugat Wanprestasi tanpa didahului teguran
atau somasi karena diterimanya turunan surat gugat oleh debitur yang diberikan
oleh Pengadilan oleh debitur yang berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini
disebabkan karena turunan surat gugat tersebut dianggap sebagai pernyataan lalai
dari kreditur (penggugat ) dan sejak turunan surat gugat diterima oleh tergugat
maka sejak itu diberi kesempatan untuk melaksanakan prestasinya sampai ia
diajukan sidang Pengadilan.

Teguran atau somasi tidak perlu dinyatakan kepada pihak yang harus
berprestasi dalam hal :
I. perjanjian sudah ditentukan kapan debitur harus berprestasi atau telah
ditetapkan dalam hal mana debitur dapat dianggap lalai.

S5

apabila prestasinya terdiri dari tidak berbuat.
3. apabila debitur sendiri telah mengakui bahwa dirinya telah wanprestasi
(Subekti, 1991:45).

Akibat hukum bagi debitur yang telah Wanprestasi dikenai sanksi berupa :
a. Membayar ganti rugi yang diderita Kreditur

Pembayaran ganti rugi oleh debitur yang Wanprestasi dapat berupa biaya,
rugi dan bunga. Biaya adalah segala sesuatu pengeluaran atau perongkosan yang
nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh saty pihak. Rugi adalah kerugian karena
kerusakan atau kehilangan atas barang-barang milik debitur yang diakibatkan oleh
kelalaian debitur, sedangkan bunga adalah keuntungan yang diharapkan atau

dibayangkan oleh kreditur, namun kerena kelalaian debitur maka keuntungan itu

tidak menjadi kenyataan.

Untuk melindungi kesewenang-wenangan kreditur maka Undang-undang
memberi batasan tentang ganti kerugian yang bagaimana harus dibayar debitur

atas tuntutan kreditur. Batasan tersebut terdapat pada Pasal 1247 dan Pasal 1248
KUH Perdata.
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Pasal 1247 KUH Perdata menyebutkan: “ Si berutang hanya diwajibkan
mengganti biaya rugi dan.‘bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat
diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali tidak dipenuhinya perjanjian itu
disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan oléhnya.”

Pasal 1248 KUH Perdata menyebutkan: “ Bahwa jika hal tidak
dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian
biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai keruguian yang diderita oleh si
berpiutang dan keuntungan yang telah hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa
yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian”.

Menurut pasal 1247 dan pasal 1248 KUH Perdata dapat diketahui adanya
2 pembatasan kerugian yaitu:

a. Kerugian yang nyata dan dapat diduga atay sepatutnya diduga sewaktu
mengadakan perjanjian bmenurut Yurisprudensi, syarat dapat diduga itu juga
meliputi besarnya kerugian. Jika jumlah kerugian melampaui batas-batas yang
dapat diduga, maka kelebihan tersebut tidak boleh dibebankar pada debitur,
kecuali jika debitur telah melakukan tipu daya.

b. Kerugian itu sebagai akibat langsung dari wanprestasi atau kelalaian itu dalam
perjanjian tersebut.(Subekti, 1991:45),

Pembatasan lain mengenai ganti kerugian Juga diberikan pasal 1250 ayat |
KUH Perdata yang menyebutkan “ Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata
berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan
bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga
yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan tidak mengurangi  peraturan-
peraturan Undang-undang khusus”,

Bunga yang dimaksud pasal 1250 KUH Perdata adalah bunga karena
kelalaian atau keterlambatan pembayaran sejumlah uang. Bunga tersebut lazim
disebut dengan bunga moratoir, Bunga moratoir diartikan sebagai bunga yang
harus dibayar sebagai hukuman karena keal paan debitur menurut Undang-undang
yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1948 No.22, bunga moratoir
ditetapkan 6% setahun yang dihitung sejak debitur dituntut, dimasukkannya

sebagai tergugat di Pengadilan. Ketentuan mengenai besarnya bunga moratoir
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tersebut, berlaku kalau para pihak tidak mengadakan perjanjian tersendiri
mengenai bunga tersebut.
b.Pembatalan perjanjian atau pemutusan perjanjian melalui putusan Hakim

Tujuan pembatalan adalah keduabelah pihak kembali kepada keadaan
sebelum perjanjian diadakan sehingga dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.
Menurut pasal 1266 KUH Perdata dalam perjanjian timbal balik syarat batal
dianggap dicantumkan jika, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Batalnya perjanjian itu sendiri harus dimintakan kepada hakim, walaupun dalam
perjanjian itu sendiri telah dicantumkan syarat batal tentang tidak dipenuhinya
kewajiban itu telah dinyatakan dalam perjanjian.

Keputusan Hakim mengenai pembatalan perjanjian bersifat konstitutif,
yaitu secara aktif akan menentukan putusan yang membatalkan perjanjian. Bukti
bahwa putusan Hakim bersifat konstitutif adalah bahwa dalam membuat
keputusan hakim mempunyai kekuasaan descretionair, artinya kekuasaan untuk
menilai kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan
perjanjian yang mungkin diterima Debitur. Apabila Hakim menimbang bahwa
Debitur hanya mempunyai kesalahan kecil saja, sedang jika terjadi pembatalan
akan membawa kerugian besar bagi Debitur, maka permohonan untuk
membatalkan perjanjian akan ditolak Hakim. Sementara jika syarat batal tidak
dinyatakan perjanjian, Pasal 1266 ayat 4 KUH Perdata memberikan keleluasaan
kepada Hakim menurut keadaan dan atas permintaan tergugat, memberikan
Jangka waktu pemenuhan prestasi, namun jangka waktu tidak boleh lebih dari
satu bulan.
¢. Peralihan risiko :

Ristko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, hal ini
diatur dalam pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menentukan
bahwa demikian hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan
tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si

berutang. Tetapi selanjutnya ditentukan bahwa Jika Debitur lalai menyerahkannya,

maka kebendaan tersebut adalah atas tanggungan debitur sejak saat kelalaian itu.
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Ketentuan ini hanya berlaku perikatan yang prestasinya untuk memberikan
sesuatu,
d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakén didepan Pengadilan

Pasal 181 ayat | HIR menentukan, bahwa pihak yang dikalahkan
diwajibkan untuk membayar biaya perkara, berarti apabila Debitur dinyatakan
wanprestasi maka ia akan dikalahkan dalam berperkaré di Pengadilan dan debitur
tersebut disuruh menanggung biaya perkara.

Pasal 1267 KUH Perdata ditentukan bahwa pihak Kreditur dapat menuntut
Debitur yang lalai dengan pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian
dengan disertai penggantian biaya atau kerugian, Disamping itu Kreditur juga
dapat menuntut ganti rugi saja dalam hal Debitur dianggap telah melepaskan
haknya untuk meminta pemenuhan maupun pembatalan perjanjian, Kreditur dapat
Juga hanya menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian saja tanpa ganti
kerugian, ‘

Kreditur dapat menuntut debitur yang melakukan wanprestasi dengan
pilihan sebagai berikut -

4. pemenuhan perjanjian
b. pemenuhan perjanjian dengan disertai ganti rugi
ganti rugi saja
d. pembatalan perjanjian
€. pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.(Subekti,199] :53)

Kemudian bagi seorang debitur yang dituduh melakukan wanprestasi

dapat mengajukan beberapa kémungkinan alasan penolakan, yaitu jika ;

1. Debitur tidak berprestasi karena adanya keadaan memaksa (overmachy),

2. Debitur tidak berprestasi karena kreditur juga wanprestasi

3. Debitur tidak berprestasi karena kreditur telah melepaskan hak-haknya untuk
menuntut ganti rugi.(Subekti, 1991 :55)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

g / i &

—

BAB III R
PEMBAHASAN

\\\“

3.1 Jaminan dalam Perjanjian Kredit bukan milik Debitur

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan pada bank atas dasar kepercayaan dan menyalurkannya
kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan'taraf hidup masyarakat
banyak. Oleh karena itu bank terus berusaha menjaga kesehatannya dan terus
memelihara kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada bank.

Pada dasarnya apabila seseorang akan meminjam kredit dari bank bagi
usahanya harus membuktikan kelayakan usahanya dan adanya jaminan serta
memenuhi syarat administrasi atau teknis yang lain. Dalam pemberian kredit,
bank memang dituntut untuk selektif agar risiko seorang Debitur dalam
menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan kredit yaitu berisi :

1. Identitas Debitur ( KTP dan KK)
Bidang usaha Debitur

SITU (Surat [jin Tempat Usaha)
SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
Jumlah Kredit

Tujuan Pemakaian Kredit

e 1t I e ' S

Barang jaminan yang diagunkan.{Wawancara dengan Bapak Sutrisno,
Supervisor Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang
Ngawi, Tanggal 6 Mei 2004 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor
Cabang Ngawi}.

Dari data-data diperoleh diatas kemudian bank akan menilai kemampuan
Debitur dalam mengelola usahanya dan juga terhadap kredit yang diminta apakah
nanti Debitur dapat melunasi atau tidak.

Peranan bank dalam bidang kredit, tidak hanya memberikan kredit asal ada
jaminan yang layak dan cukup. Akan tetapi bank juga membantu membina usaha

Debitur, agar kelancaran usaha Debitur tersebut baik. Bila memberikan kredit,

bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur
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untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, Hal tersebut
harus diperhatikan pihak bank dalam pemberian kredit,

Oleh karena itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan pehiiaian
yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha
dari Debitur. Bahwa agunan (jaminan) menjadi -salah satu unsur Jjaminan
pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh
keyakian atas kemampuan Debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya
dapat berupa barang, proyek, hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan (Rahman,1998 :161),

Mengenai jaminan secara umum telah diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata
yang menentukan bahwa:

“Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” -

Adanya ketentuan tersebut berart secara hukum seluruh kekayaan si Debitur

sudah terikat sebagai jaminan untuk pelunasan kredit yang diterimanya dari bank,

meskipun tidak dilakukan pembuatan perjanjian terlebih dahuly,

Bentuk jaminan kredit menurut peraturan perundan

g - undangan yang
berlaku di Indonesia adalah:
- Jaminan Perseorangan

- Jaminan Kebendaan

Kemudian sifatnya jaminan kebendaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a). Jaminan dengan benda atay barang berwujud (Materiil) yang terdiri dari benda
bergerak dan tidak bergerak.

b). Jaminan dengan benda tidak berwujud (Imateriil) yang biasan
tagih.

ya berupa hak

Praktek dilapangan, jaminan yang dipakai adalah jaminan kebendaan dengan
sifat benda berwujud, Pada PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang
Ngawi Debitur memberikan jaminan berupa Jaminan kebendaan, Pemberian
jaminan kebendaan itu selain sudah lazim, kebanyakan dari Debitur

mempunyai
Jaminan berupa benda tersebut.
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Sebelum proses pencairan kredit, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Ngawi perlu melakukan penilaian jaminan, Karena bila suatu saat
kredit itu dinyatakan macet maka objek jaminan tersebut dapat melunasi kredit
tersebut ataukah tidak dapat melunasi hutang tersebut,

Didalam pelaksanaan perjanjian kredit tidak lepas dari adanya jaminan, oleh
karena itu didalam klausul perjanjian kredit ada akta pemberian Hak Tanggungan.
Didalam hal ini akta tersebut berfungsi sebagai pelimpahan dari pemegang
pertama Hak Tanggungan kepada penerima Hak Tanggungan. Selanjutnya
penerima hak tersebut, dalam hal inj pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Ngawi, berubah menjadi pemegang Hak Tanggungan setelah hak tersebut
didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Hal ini dimaksudkan bila suatu saat perjanjian
kredit mengalami kemacetan maka pihak Hak Tanggungan tanpa persetujuan awal
debitur dapat menjual Jaminan yang dibebani Hak Tanggungan tersebut untuk
pelunasan kreditnya.

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi, jika
Debitur yang meminjam adakalanya memberikan Jaminan milik orang lain. Secara
yuridis, pada prinsipnya pemilik jaminan tersebut tidak harus turut meminjam,
namun pemutus kredit seringkali menginstruksikan agar pemilik jaminan juga
turut meminjam dengan pertimbangan, bahwa apabila pemilik jaminan turut
meminjam, tanggungjawab pemilik jaminan tidak terbatas dengan nilai jaminan
yang diberikan, melainkan tetap bertanggungjawab sebatas kredit yang diberikan
kepada Debitur,

Jelas dalam hal ini pihak bank tidak ingin adanya ketidakpastian mengenai
objek jaminan tersebut, karena menyangkut kredit yang sangat besar risikonya,
maka bank sangat selektif dalam menilaj objek jaminan tersebut. Barang jaminan
milik debitur sendiri oleh pihak bank dipermudah dalam pengurusan kredit dan
apabila barang jaminan tersebut bukan milik debitur sendiri, bank perlu
mengetahui persetujuan dari pemilik barang jaminan tersebut. Dalam prakteknya
PT. Bank Rakyat indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi menyuruh agar
pemilik jaminan juga turut serta dalam perjanjian kredit, hal ini dimaksud agar
pemilik jaminan tersebut turut bertanggungjawab terhadap kredit tersebut.
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Jaminan dalam perjanjian kredit dj PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Ngawi, sebagian besar barang berwujud Yang dibebani Hak
Tanggungan. Tanah dan bangunan Yang berada diatasnya menjadi favorit bagi

yang bersangkutan disebut pember; Hak Tanggungan, Sedang kalay pemberi
Jaminan pihak ketiga, maka yang bersangkutan disebut pihak ketiga pemberi Hak
Tanggungan, (Satrio, 2002 280)

(Persero) Kantor Cabang Ngawi, jaminan bukan milik Debitur sendiri tidak

dipermasalahkan selama pemilik Jaminan tersebuyt Juga turut menandatangani dan

Jika terjadi kredit macet, objek jaminan tersebut bisa digunakan untuk melunasi
kredit tersebut. {Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Supervisor Kredit PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi. Tanggal 6 Mej 2004 dj PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi},

3.2 Penjualan Objek Jaminan Pada saat proscs Pclunasan Kregit

Jika dalam kenyataannya Debitur tidak memenuhi kewajibannya, dan proses
penyelesaian kredit tersebut dengan Jalan damai, Debitur berkehendak untuk
menjual sendiri barang Jjaminannya kepada pihak ketiga dengan harapan dapat
melunasi kreditnya,

Prosedur yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor
Cabang Ngawi dalam menghadapi penjualan objek jaminan dengan tujuan
pelunasan kredit yang dilakukan pihak Debitur adalah sebagai berikuyt -

Sebelum  bank bertindak terhadap Debitur yang tidak memenuhj
kewajibannya, bank mengadakan peringatan terlebih dahulu. Inti dar; peringatan

tersebut, menyebutkan bahwa hutang tersebut ditagih oleh bank karena sudah
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bersifat memberitahy bahwa Debitur sudah dlperiﬁgatkan untuk segera membayar
hutangnya pada bank dengan jangka wakty seketika.

Hal itu menunjukkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor
Cabang Ngawi ingin menyelesaikan Permasalahan tersebut Secara intern, Dan
perlu dilihat pula bahwa itikad baik debitur dalam pelunasan kreditnya, Jadi ha]
tersebut sesuai dengan pasal 1333 ayat 3 KUH Perdata. Dalam pasal 1338 ayat 3
disebutkan bahwa : “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ”

(Persero) Kantor Cabang Ngawi -
Pada saat Jangka wakty Yang telah ditentukan didalam Perjanjian itupun
belum  berakhir, pihak  Debitur (elah datang menghadap  Kredityr untuk

dari debitur sudah tidak memungkinkan lagi dapat berjalan dan modal semakin
berkurang, maka debitur menganjurkar_l barang jaminan untuk dijual guna
kepentingan pelunasan kredit. { wawancara dengan Bapak Sutrisno, Supervisor
Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi,Tanggal 10
Mei 2004 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi}.

Hal tersebut merupakan konsekuensi logis atas tindakan Debitur yang sudah
diberikan tanggung jawab oleh bank. Disamping ity perbuatan juga merupakan

salah satu dasar dalam memperoleh fasilitas kredit dikelak kemudian hari, Karena
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tindakan Debitur yang demikian, bank menilai bahwa tindakan Debitur tersebut
bertanggungjawab atas hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank.

Penjualan objek jaminan dalam perjanjian kredit sesuai dengan Pasal 6
Undang-undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pada Pasal 6 Undang-undang No. 4
tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang
Berkaitan dengan Tanah disebutkan:

* Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai
hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
tersebut”,

Selain itu penjualan objek jaminan diatur dalam Pasal 20 (2) Undang-

undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-
benda yang Berkaitan dengan Tanah yang disebutkan:

" Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek
Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu
akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pthak.”

Sebelum melaksanakan penjualan barang jaminan yang dibebani Hak
Tanggungan, Debitur memberitahu kepada pihak bank dalam bentuk surat
permohonan, dalam surat tersebut berisi tentang permohonan penjualan barang
Jaminan untuk pelunasan kreditnya. Surat tersebut dibuat oleh Debitur maupun
kuasanya. Kemudian oleh pihak bank dilakukan analisa atas permintaan Debitur
tersebut. Jika tidak ditemukan masalah maka pihak bank menyetujui permintaan
Debitur tersebut.

Kemudian pihak Debitur diberikan kebebasan untuk menawarkan barang
Jaminan tersebut. Dalam pengertian dia seolah-olah pada waktu menawarkan tidak
terjadi pembebanan terhadap jaminan. Pada saat itu debitur oleh pihak bank
diberikan fotocopy dari sertifikat objek jaminan untuk keperluan penawarannya
kepada pihak ketiga.

Setelah Debitur sudah menemukan pembeli yang pasti akan membeli objek
Jaminan tersebut, maka Debitur akan menjadi terbatas hak-haknya. Terbatas

dalam hal ini karena peristiwa selanjutnya, yaitu pada waktu terjadi pembayaran
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hasil penjualan barang jaminan tersebut. Pembayaran sendiri harus dilakukan di

bank. Jadi Debitur hanya sebagai perantara penjualan dan hasil penjualan untuk |

pelunasan kredit dan jika ada sisa dari penjualan maka menjadi hak Debitur. |
Mengenai penawaran barang jaminan yang dilakukan oleh Debitur sendiri, ‘

karena ada anggapan dari pihak Debitur dengan dijual sendiri, maka barang

Jaminan itu akan sesuai dengan pedoman harga pasar atau harga umum yang

layak. Dengan pedoman seperti itu Debitur akan merasa bahwa harga barang

jaminan tersebut tinggi dan hasil dari penjualan dapat dengan mudah untuk

melunasi piutangnya. Hal ini dipercayai pihak Debitur karena bila nanti dalam

proses lelang, pada umumnya harga akan turun. Dan hal itu Jelas akan merugikan

Debitur selain menyangkut etika pergaulan masyarakat dan nama baik Debitur itu

sendiri.

Bila sudah terjadi penjualan atas barang jaminan, pembayaran dari hasil
penjualan tersebut harus melewati PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor
Cabang Ngawi. Hal ini sesuai dengan kedudukan kreditur sebagai pemberi
pinjaman untuk menjamin dipenuhinya pelunasan pinjaman tersebut. Dengan
demikian peranan bank dalam melaksanakan penjualan objek jaminan yang
dilakukan pihak Debitur adalah sebagai pengawas dari penjualan tersebut.

Setelah terjadi pembayaran dari Pihak Ketiga (Pembeli) kepada Debitur,
langkah selanjutnya adalah Debitur melunasi semua hutang yang ada di bank,
sedang sisa pelunasan hutang akan menjadi hak Debitur.

Penyelesaian selanjutnya, diserahkan sertifikat tanah dan sertifikat Hak
Tanggungan dari tangan Kreditur kepada Pembeli atau Pihak Ketiga, dan proses
selanjutnya diselesaikan pembeli dan Debitur. Dalam proses ini pihak Debitur
akan menerima pembayaran atas barang jaminan tersebut dan pihak Pembeli dapat
memiliki barang jaminan tersebut.

Akan tetapi sebelum diadakan peralihan hak tersebut, terlebih dahulu
dilakukan administrasi tanah Hak Tanggungan, atau dengan kata lain di Roya

Partial Hak Tanggungan. Roya Partial Hak Tanggungan dilaksanakan di Kantor
Pertanahan setempat dan pada seksi pendaftaran tanah.
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Jadi pada umumnya, pihak Kreditur tidak menghalangi bila Debitur
berkeinginan menjual barang jaminan untuk pelunasan kreditnya. Sikap bank
yang fleksibel memang seharusnya dilakukan, karena untuk menjaga hubungan

dengan masyarakat luas dalam hal masalah perkreditan.

3.3 Upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat l’ndonesia (Persero) Kantor

Cabang Ngawi jika Debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Apabila selama dalam proses pelunasan kredit, ditemui Debitur yang tidak
melaksanakan kewajibannya maka Debitur tersebut bisa dikatakan wanprestasi
atau ingkar janji, oleh karena itu pihak bank melakukan upaya-upaya penyelesaian
dan penyelamatan kredit tersebut. :

Wanprestasi atau ingkar janji terhadap apa yang telah diperjanjikan sejak
semula. Kelalaian Debitur bisa juga disebut wanprestasi, dan kelalaian Debitur
bisa digolongkan menjadi empat macam yaitu:

a). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

b). Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

¢). Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

d). Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

(Subekti , 1990 :45),

Berdasarkan pengertian wanprestasi diatas, oleh pihak PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi memberi pengertian tentang
wanprestasi, yaitu:

“Apabila sesuatu yang diperjanjikan tidak dipenuhi atau hanya sebagian atau

dipenubhi tetapi tidak tepat waktu”. -
Dari definisi diatas, maka pihﬁk bank dalam menyelesaikan masalah

Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya menggunakan dua caré.; yaitu:

a). Melalui jalur Intern

b). Melalui jalur Hukum {Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Supervisor Kredit

PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Kantor Cabang Ngawi, Tanggal 10 Mei 2004

di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi}.
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Keduanya dijadikan cara penyelesaian oleh PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Kantor Cabang Ngawi dalam mengatasi permasalahan wanprestasi.
Selain cara kedua diatas, sebenarnya masih ada satu cara lagi yaitu dengan jalan
melakukan penagihan melalui jasa Debt Collector. Namun upaya ini akan
menimbulkan permasalahan baru yang berkaitan dengan kepastian hukum dan
kerahasiaan bank, sehingga cara ini Jarang sekali dilakukan.

Cara yang ditempuh pihak bank dalam mengatasi permasalahan wanprestasi
biasanya cara intern terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya dari Debitur itu sendiri. Langkah yang ditempuh pihak
bank dalam hal ini adalah dengan cara:

A). Rescheduling ( Penjadwalan Kcmbali), yaitu berupa perubahan syarat-syarat
yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau Jangka waktu, termasuk
apabila terjadi perubahan besarnya angsuran.

B). Restrukturing (Penataan Kembali), yaitu berupa perubahan syarat-syarat kredit
yang menyangkut penambahan dana bank, penurunan suku bunga dan atau
konversi sebagian ataupun seluruh kredit menjadi penyertaan dalam
perusahaan Debitur. {Wawancara dengan Ibu Dyah, Account Officer PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi,Tanggal 7 Mei 2004
di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi}.

Biasanya cara penyelesaian melalui Restrukturisasi i ini digunakan oleh pihak
kreditur dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi
Jika terjadi Debitur tidak memenuhi kewajibannya. Sebelum melakukan
Restrukturisasi, ada Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syaratnya adalah:

- Debitur masih mempunyai prospek usaha.

- Debitur telah atau diperkirakan mengalami kesulitan pembayaran pokok atau
bunga.

- Debitur mempunyai itikad positif untuk melakukan Restrukturisasi.

Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi kemudian masuk tahap dalam

Restrukturisasi. Adapun tahap dalam Restrukturisasi adalah:

a. Prakarsa Restrukturisasi

b. Negosiasi Restrukturisasi Kredit
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Analisis dan evaluasi

< I 2

Putusan Restrukturisasi Kredit

Dokumentasi Restrukturisasi Kredit

o

I

|

f.  Monitoring { Wawancara dengan Ibu Dyah, Account Officer PT. Bank Rakyat !

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi,Tanggal 6 Mei 2004 di PT. Bank r

Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi}. ‘

Kemudian pihak debitur melaksanakan restrukturisasi sesuai putusan

dalam restrukturisasi kredit tersebut. Kredit yang diambil debitur bisa saja

dikurangi suku bunga, pengurangan tunggakan bunga, perpanjangan Jjangka waktu
maupun penambahan fasilitas kredit.

C). Reconditioning (Persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh
Syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran,
Jangka waktu atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan
maksimum saldo kredit. {Wawancara dengan Ibu Dyah, Account Officer PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi, Tanggal 6 Mei 2004
di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi},

Cara ini jarang digunakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor
Cabang Ngawi dalam mengatasi permasalahan kredit macet,

Adapun penyelesaian pada penjelasan diatas dapat dikategorikan sebagai
penyelesaian secara prefentif, Pengertiannya adalah proses tersebut dilakukan
pihak bank dengan jalan pendekatan kekeluargaan. Istilah kekeluargaan sendiri
adalah memecahkan masalah yang dilandasi musyawarah antara pihak Debitur
dan pihak Kreditur.

Sebenarmya dalam perjanjian hutang piutang dengan dalam klausula
perjanjian kredit telah disebutkan bahwa bank dapat bertindak secara intern dalam
mengatasi Wanprestasi, klausula tersebut berbunyi:

a. Bahwa lewatnya waktu tanggal pembayaran akan cukup membuktikan
kelalaian debitur, sehingga tidak diperlukannya lag; pemberitahuan afau
somasi terlebih dahulu dari bank.

b. Bank berhak menentukan jumlah hutang Debitur berdasarkan catatan
pembukuannya, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya lainnya,
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Bahwa lewatnya waktu tanggal pembayaran tersebut, bank berhak
menjalankan hak-hak istimewanya berdasarkan Undang-undang maupun
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit atau perjanjian-
perjanjian lainnya yang dibuat berkenaan dengan perjanjian kredit tersebut.
{wawancara dengan Bapak Sutrisno, Supervisor Kredit PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi,Tanggal 11 Mei 2004 di PT. Bank '
Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi}.

Walaupun dalam perjanjian  kredit terdapat klausula-klausula yang
menyebutkan bahwa kreditur mempunyai hak untuk menjual barang jaminan,
namun dalam prakteknya pihak PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Kantor

Cabang Ngawi memilih penyelesaian dengan tujuan proses tersebut tidak

menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Tujuan dari penyelesaian intern in
bukan bermaksud untuk menghindari proses penyelesaian pada KP2LN (Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) maupun melalui Pengadilan.
Pihak bank jelas mempunyai pertimbangan jika memilih proses
penyelesaian intern terlebih dahulu. Adapun pertimbangannya adalah:
1. Menghemat segi biaya dan waktu
Melimpahkan berkas ke KP2LN maupun Pengadilan jelas akan memakan
waktu yang lama dan biaya yang tidak ringan. Jika dilihat dari Debitur Jelas
akan terlihat berat beban biaya yang ditanggungnya. Sedangkan untuk pihak
Bank sendiri jelas-jelas menyita waktu untuk mengurusi masalah tersebut jelas
bagi pihak bank tidak efisien karena masih banyak pekerjaan yang harus
dilakukan. :
2. Pertimbangan faktor kemanusiaan
Objek jaminan yang dijaminkan oleh pihak Debitur dengan pembebanan Hak |
Tanggungan biasanya merupakan bagian dari proses produksi, misalnya tanah
yang digarap petani (debitur). Jika pada suatu saat terjadi wanprestasi atau
debitur tidak memenuhi kewajibannya, jika dilihat dari peratuféﬁ perﬁnéz;ng-
undangan bisa saja bank melimpahkan berkas kepada KP2LN maupun
Pengadilan. Maka bisa dipastikan objek jaminan tersebut akan dilelang

ataupun dieksekusi. Dan hal jni Jelas akan memberatkan pihak debitur, karena
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menanggung semua beban dalam pengurusan lelang maupun eksekusi. Oleh
karena itu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Ngawi tidak serta merta
melimpahkan berkas ke KP2LN dan Pengadilan, karena pertimbangan
kemanusiaan dan pertimbangan beban yang diterima pihak debitur.

Menjaga citra PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi

(F9]

sebagai Lembaga Perbankan.

Dengan semakin ketatnya persaingan didunia perbankan, maka lembaga
perbankan saling berkompetisi untuk mendapatkan calon nasabah. Dengan
memperjanjikan berbagai fasilitas sebagai perangsangnya. Diperlukannya
penyelesaian kredit maupun menghadapi Debitur yang wanprestasi, seperti
pada penyelesaian secara intensif dan kekeluargaan merupakan policy PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi dalam rangka
menumbuhkan kepercayaan masyakat terhadapnya. Hal ini sangat perlu untuk
ditumbuhkan dan dibina demi kelangsungan lembaga perbankan yang
bersangkutan ditengah arus persaingan yang semakin ketat.

Demikianlah beberapa sebab yang dijadikan sebagai pertimbangan PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi dalam hal penyelesaian secara
intern tanpa melibatkan peran KP2LN dan Pengadilan. Tentu saja penyelesaian
secara intern ini dapat ditempuh selama Debitur bisa menunjukkan itikad baiknya.

Setelah pihak bank menyataan bahwa penyelesaian melalui jalan intern
namun pada kenyataannya tidak mendapat respon dari debitur, maka Jalan yang
ditempuh oleh pihak bank adalah melalui jalur hukum. Adapun jalur hukum
tersebut adalah:

a. Penyelesaian melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
(KP2LN).

Undang-Undang No.49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

dalam pasal 12 menetapkan bahwa PUPN bertugas untuk menyelesaikan piutang

negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-

badan negara. Sedang peraturan pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Presiden
No.11 Tahun 1976 tentang PUPN dan BUPLN, serta Keputusan Menteri
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Keuangan No, 293?KMK.09/ 1993 Tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengurusan
Piutang Negara.

KP2LN merupakan suatu panitia interdepartemental, yang terdiri dari wakil
dari Departemen Keuangan, Departemen Hankam, Kejaksaan Agung dan Bank
Indonesia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka bank-bank milik pemerintah
melimpahkan pengurusan piutang-piutang yang macet kepada Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Sehingga secara hukum wewenang
penguasaan atas hak macet tersebut dikenal dengan nama Pengalihan Pengurusan
Piutang Negara.

Tindakan bank dalam menyelesaikan masalah Debitur yang wanprestasi
lewat Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), langkah pertama
yang diambil adalah menyerahkan berkas, berupa: |
I. Bank mengajukan permohonan penyerahan kredit macet kepada Kantor

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di daerah masing-masing
sesuai wilayah kerjanya, Piutang negara yang diserahkan adalah piutang macet
yang adanya dan besarmnya telah pasti menurut hukum, yaitu telah sesuai
dengan perjanjian kredit dan pengikatannya serta dokumen lainnya. Pihak
bank yang melakukan penyerahan pengurusan piutang macet dengan disertai
dokumen sebagai berikut:

a. Perjanjian kredit dan perubahannya atau dokumen lain sejenis yang
membuktikan adanya piutang.

b. Rekening koran, prima nota, faktur, dokumen lain sejenis yang
membuktikan besarnya piutang. -

c. Dokumen barang Jaminan serta pengikatannya dan surat-surat lainnya
yang mendukung barang jaminan tersebut.

d. Surat-menyurat antara Kreditur atau penyerah piutang dengan Debitur atau
penanggung hutang dan atay penjamin hutang yang berkaitan dengan
penyelesaian hutang, '

2. Panitia Cabang melalyj Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

(KP2LN) setelah menerima penyerahan yang disertaj dokumen akan membuat
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resume yang merupakan pemeriksaan berkas terhadap semua dokumen dan

data piutang tersebut. Resume ini untuk mempertimbangkan diterima atau

tidaknya pengurusan piutang negara yang telah diserahkan oleh bank yang
bersangkutan.

Proses selanjutnya adalah SP3N' atau Surat Penerimaan Pengurusan Piutang
Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
(KP2LN). Selanjutnya pengurusan piutang dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sesuai dengan Keptusan Menteri Keuangan
No. 293/ KMK.09/ 1993 Tanggal 27 Februari 1993 Tentang Pengurusan Piutang
Negara.

b. Penyelesaian melalui Gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

Masalah kredit macet merupakan masalah sengketa di bidang hukum
perdata. Ketentuan dalam Pasal S0 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Negeri
selain memeriksa dan mengadili perkara pidana, Juga memeriksa dan mengaﬁili
perkara perdata tingkat peﬁ.ama. Oleh karena itu pihak bank dapat mengajukan
gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah kredit macet,

Pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara, karena tidak adanya itikad baik dari Debitur untuk
menyelesaiakan kewajiban dalam melunas; piutangnya.

Meskipun proses Peradilan dilakukan berdasar asas sederhana, cepat dan
biaya ringan namun dalam prakteknya tetap memeriukan wakiy yang relatif lama,
Pihak debitur yang kalah biasanya akan mengajukan permohonan banding ke
Pengadilan Tinggi. Apabila di Pengadilan Tinggi juga kalah maka akan
mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Sehingga proses akan semakin rumit
dan pelunasan kredit akan terganggu.

i
Berkaitan dengan hal tersebut maka Peraturan Perundang-undangan
memberikan kemungkinan lain dengan Putusan Serta merta ( Uitvoerbaar bij

voorad), dimana keputusan ity dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipua-ada
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perlawanan banding serta Kasasi dari pihak yang kalah. Hal ini diatur sesuai Pasal |
108 (1) HIR atau Pasal 191 (1) R.Bg.

¢. Penyelesaian melalui Jasa Arbitrase
Dasar dari adanya penyelesaian melalui Jasa Arbitrase adalah pasal 1 Angka
I Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian sengketa yang menetapkan
“Penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa.”
Penyelesaian melalui arbitrase ini dapat dijalankan apabila dalam Perjanjian

Kredit sebelum timbul sengketa (sebelum timbulnya kredit macet) telah dimuat

klausula Arbitrase, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para
pihak setelah timbulnya sengketa tersebut.
Sebelum adanya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tersebut, yang menjadi
dasar dari adanya penyelesaian Arbitrase adalah ketentuan Pasal 615 R.v. yang
menetapkan bahwa, “setiap orang dapat mengadakan persetujuan untuk
menyelesaikan sengketa-sengketa yang akan atau dapat terjadi melalui arbitrase”.
Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka ketentuan dalam R.V (Reglement op de
Rechtsvordering) tidak berlaku lagi.
Pihak yang bersengketa dapat menunjuk sendiri para Arbiternya. Kemudian
para Arbiter tersebut akan menunjuk 'Arbiter'ketiga untuk menjadi ketua tim
Arbitrase tersebut yang akan menyelesaikan sengketa diantara para pihak itu.
Keuntungan dari cara penyelesaian melelui Jasa Arbitrase antara lain adalah:
I. Para pihak dapat menunjuk sendiri para Arbiternya dari orang yang benar
benar mengetahui secara teknis dan yuridis mengenai perkreditan. Sehingga
keputusan yang diambil dapat memenuhi keadilan para pihak.

2. Para pihak dapat menentukan sendiri mengenai cara dan jangka waktu
pemeriksaan. Sehingga sengkta dapat diselesaikan dengan cepat dan secara
tertutup. {Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Supervisor Kredit PT. Bank
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Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi,Tanggal 12 Mei 2004 di
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi},

Kelemahan dari cara Arbitrase ini antara lain para pihak harus mengeluarkan
biaya yang tidak sedikit untuk para Arbiter tersebut. Dalam prakteknya, PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Ngawi belum pernah dalam menggunakan
Jasa Arbitrase ini. Karena dihadapkan persoalan biaya dan keputusan Arbiter

tersebut dalam menyelesaikan masalah piutang tersebut. |
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan Bab [I] skripsi ini, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

I.  Dalam hal pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Ngawi perlu adanya jaminan, karena dengan adanya
Jaminan, pihak bank merasa aman. Apabila jaminan itu bukan milik
Debitur, pihak Bank memberi persyaratan yaitu pemilik jaminan asl juga
turut menandatangani Akta Pesetujuan Membuka Kredit, agar bersama-sama
bertanggungjawab dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

2. Penjualan barang jaminan selama proses pelunasan kredit diperbolehkan,
selama diketahui pihak bank dan tidak dibawah tangan.Debitur diberi
keleluasaaan dalam menawarkan objek jaminan tersebut dan bila terjadi jual
beli, maka pembayaran dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Ngawi dimana Debitur mengadakan perjanjian kredit dan
Debitur masih harus menyelesaikan masalah administrasi dengan pihak
Bank.

3. Cara penyelesaian apabila Debitur wanprestasi, langkah yang diambil pthak
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ngawi adalah dengan
jalur intern dan jalur hukum. Jalur intern adalah dengan Rescheduling
(Penjadwalan Kembali), Restructuring  (Penataan Kembali) dan

Reconditioning ( Persyaratan Kembali), sedangkan jalur hukum adalah |

dengan pelimpahan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
(KP2LN), Pengadilan Negeri dan Arbitrase.
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L

Saran-saran

Debitur harus diberitahu tentang segala sesuatu yang terkait dengan
perjanjiannya, hal ini untuk meminimalisir kerugian bank karena kredit
macet.

Bank harus memberlakukan klausula-klausula baru dalam pemberian
jaminan yang bukan milik Debitur, karena dengan pemberian klausula
baru ini tidak ada celah yang bisa diterobos Debitur yang beritikad buruk.
Didalam hal menangani Pelimpahan Pengurusan Piutang Negara, Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) perlu mengadakan

hubungan dengan Debitur secara kekeluargaan untuk menemukan Jjalan

terbaik dalam pelunasan piutangnya.
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malampani batas male i mun kirredit Yang didjinkan k@b

BANK wmmennd apd vang tersabygd Pada pasal L oy Aatag .-

A o e A S L B 1 PASAL. = e o

{ el 1) MO B b e s m kreels + @] el
|
!
|

Hppnks s LT WETC R Runigmal an v baak Luriggak a [2ek el

MEBIF v bumge e mm Byieigy s ('thmﬂ ACMANIBE AL L F “crmmenmn

A aman ) Mtk g ke ak an cermeda  ( 2enaEl ity rate J
Yy

Hthemar 850 v ¢ Lime pulom PerEen ) dary s Birig a

vang berlaku atne Lunogal an Pokok dan BUMQ@, ..

PN BRI o e g et o S

A V.l S e e 2 s

T 2 DR AT Y bumma fess bt di atas dapat =e———-

.

i Fingau N R I { revicuwakle ) BEwak b walk by ol

AT L A T P [ Lo memlyopei Ltk an terlebih tlahulu
el
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RANICR  MOTARIS

i

S e

bunga dimak sud, cukup dengan pembori taboan seca A
tertulis kepada Debitur / PENGBAMHEIL KREDIT. ==,
e 5 e st e e s PASAQ -~ RS T S R I, WL o
ey FENGAMBIL. KREDILT diwajibkan membavar bl e -
rekening koran kepada-ﬁﬂNH sebesar Rp. 16.000,00

( enam belas ribu rupiab ) termasuk meteral untuk
tiap tiap bulannya sampai dengan kredit e eomms——ooa.
terbayar lungs. e e St 5w o o et s s i i A DS
b F)ASAL 6 S e i e s e B 5 S At e e e
—- PENGAMBIL KREDIT diwajibkan mmﬁggunakmn I et e
T . BANK RAKYAT INDONESIA (FERSERD) Bebagai Hanh;r =
Utama dan semua transaksi kevangan dari ——-——e——coce- .
PENGAMBIL KREDIT wallb disaluarkan lepwat rekening
korain yang bewja\an_pmda BANK, demikian PUula laip s-
Tadm alktivitas kewangan dari PENGAMBIL KREDIT

FJ«“.‘tdﬁ BQNK . e e —— - 12 .,.._.T..__-.....-. L Sl 09 o i vt it ot s Sl e P e e e =
- Semua pengeluaran dan semua Rrenerimaan PENGAMEIL -
KREDIT gquna kgperluan untuk menambah nodal kerja =-—
tersebut diatas dilakukan dengan PeIrantaraan BANkK -
dengan jalan dibayarnya kepada BANK atau e
diterimakannya cleh BANK . oo e e e s
—— Anli bukti kepemilikan barang agunan ¢ Jaminan -
FENGAMBIL KREDIT disimpan di BANK Sanpal kredit oo
{lf’;‘l’"::‘.li’! L'Jl.l l '| UNas . . T 0 Ml S syt I s i sl S O Py . 5 S 00 St B e o B e e e e e
..... PENGAMEIL KREDIT Mharus MEMYELENCQArEKArT = s e e
atdministrasi keuwangan / pemnbukuan secara tertib dan-
benar dan wajih'mwnvmwahkan lapuranm pﬁrhmmbangan i)
Usaha secara periodik kepada BANK. - wmm—.,

......... Dimposipi harmy a untuk.kupwrlumn Modal Ferja cme
Daviong pakadan Jadi vang serdoral clengan

Eeperluan pinjaman dan tidak boleh untul kKeperluan
VMG Jadr, —ssiccommmm e e oo s I

coe DENGOMIZIL, KRELTT Wa b mesngur s dan AEMENL 1 f2200 J @
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i oo SO

——

RANTOR WoTAm;s ™
Gy —— o

——

MG LG YA we L aila Kireda Lersabut MEsily =~

Fa gy _-‘1' alan. T - -t i i S S, i i e i s s T S or o e 71 1 e e e el s

s S i ki s e s ERBEL T i a8 e b o s T T 013

wme FPEEN(SAME T L KREDIT diwajibkan MEMDAYAr kepaa .

E(".”\] }': " ——------.-—--—*---—.-m--.'.--..--.—..-—.--.-—--- P 8l e i e i e A 15 N T

A« Provisi kredit sebesar 1,5 % ( satu koma Iimq ——
Persen ) dari piniaman dalam hal dni dart contntis
fp. QQ_QQQ,OOD,OO ( “chua Pulub juta rupiahb j, eee.

yaltu sebegar Rp. F00.000,00 ¢ tiga ratus riby ---

rupiah ) diluap Buﬁu bunga, e e st e 65 0 s et
. Diaya Percetakan sebosar Fp. SO OO0, OO 4 lima
puluh.rihu rFupiak )} T R S e e e i i B
C. Beas metorai sebpsar Rp. S.000,00 ( @nam =i
ribu rupizh e wmM“M~"ww~~"h~ww~u_mm""wmm~m~mmmww
= R e s o kiredit, biaya Percetakan dan bea mptarai b
dipungut sekaligus pada hari dan tanggal e
Penandatanganan akta ini dan dibayar lunas Gleh .
FENGAMETL KREDIT kepada BANEK . mwwmnwwvmwwmw~m~fm«“u"
YRS IS S e e e o a0 ey o 4 e s e F‘ASAL 8 B e Sty ey o LI —
e EUANIE sewak tu-wak tu tanpa harus mamperhétikan ot o e e
.segumtu tenggang wakfu tertentu, berhal mmﬁgakhirl
Rerjanjian ini dan dalam demikian FPENGAMBIL KREDIT -
wajib membayﬁ% kembali dengan segera hutang beser ta-
bunga Yanrng ditarik berdasarkan PErdanjian Kredlt =
AL e om o ot e ki i e e s e N W SR
T L s s o PASAL 9. e s it
s Fada tiap=~tiap Bulan PENGAMETIL KREDIT wajib «eeeee.
membre@rikan laporan Pada RANI, Taporan mana harug e
M ut ummtwhwtwﬁtmh Yang ciberikarn @lety Bk
kepada PEMBAMBIL KREDIT yaitu i T R e e et g
A clafltar Rrembel ian/peniual an gerta stock barang-e—--
i._... EIT A ‘;’ d i-'.\l':] @ f_) &2 A b o v ke o e e ST ST 1 mme o i et et e e
b. vattar Fingkasan mutaei Kag | o i e

e pErincian hutanqmpiutﬁnn denaan  Jumlah LLATI)  revereeionms
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I alamat MASING~PABING | om0

s dims s pPErkenbangan Usainanya ( progress report j

@ S 0 0 R e o' e S 10 e . e s e i i B PﬂSFiL 10 = . e e 0 e s 0 i st et |

S et b B T —

RAMTOR  FOTAMS

e fipabila fasililas kredit ind dipergurial@n s -

T I W it Simayni % 00 4 Sk e ks S —

menyimpang dearei Faterntuan “ketentuan BEPSI L] e
divraikan dalam akta ind, maka BRANK Sawal tu-~waktu
dapal membatalioa, perjanian ini darn seluruh hutarng
FENGAMBIL KREDIT MmN jadi Larlagih ataw Jatuh. tempc
e @ONKE berlal: EE TAPRaL tarip buriga MY LM RN G
dar i akta S s T SRR, . TOR oy s e e e I ST |
g |
S bt e 4o e s 5t s e f}ASpJL‘ 1 1 y R o vy i S o s e e i i ot | B Y
e Brlanjutoya antul lewihy mendamin Fepastian ===
pemlaayaran  kamlbal o sbagaimana mestinya ﬁemué ot T
Aumlah hatang yany wajils tUibayar oleh PENGAMEIL e
KRELIT kepada LANG DALl Durdasarkan Surat ——eeeeoe -
FPerjaniian Kreouis dan atau surat P&ITJar:j iar ssmeoe—
ladnnya, bail yahg sekaranyg telak ada mawpun yang -
Lambul dakemusaan hari, hbaik berupa hutang pokol, -
bunga=bunga, venda-denda, biasya penagihan dan biasa
lainnya, maksa FENGAMBIL KREDIT telah —— e .

merndatangund o i o v s 1 o i o e o SIS

w AlER Pemberian |Hak Tanggungan Peringkat Pertama -
Nomor BY/HT/N/ gy / 2002, tanggal s
O3=-05-2002 tiga Mei tahun dua ribu dua ), yang

oibual dinadapan Bayad, Motaris, = co——

Selaku Pelaboat Fembuat Ak ta Tamah da Labupaten =-
CNgawi, dengan nilai Halk Tanggunoan sebesar ——-—-—-—
Rp. 31.000.000,00 ( tiga puluh satu Juta ————ee.

r'upiah ) - Ler had'_:'p 3§ s mresas R T 01 450 10 4 i s b il ks A s s o 1 et ]

~— 1 ( satu ) bidang tunah perumahan, -—esoeme oo
dan bersikut sagala sesuatu yang tertanam, —---
di baempa bl am dan Glearibkan di atag tanah —— -

Lerasobut, baik yane sekarang telakh ada maLpun -

-Irl-‘.'m-:;;!.":ln Ly ety gfe 244 « Vi ST L.
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4 0 '] | ] 53 et bd g
"_',‘-"_'-'------. o ok e A Ll.’._’l‘iq«.ll'l e Lo L T SR e o LTI S
CAMRTOR  rioTans ]
M | - Sertipikat Hak Milik Nomor : 868, s=imea
ot 'l.l.' y ! g, ; %
L p— _“_*_m__MW“MN"MWW“J terdattar- ALaEE Nama ik : e iy

turlﬁtak.di Propinui Jawa Timur, kabupaten
Ngeawa , hecamacan W . Keluraban FETN.
lebil lanjut dawraikan dalam Surat URJN
Momur = .Lé/_,'ECJDO, 1;‘arsggai L=l 2=2000
: : ( tiga belas Descmber tahun dua ribu ) ——--
Ounan luas tanan 106 me ( seratus delapan
melaer pereegl Yo oyany dikeluarian Gleh

Kantor Fer Larmanan Labupaten m T

! ~= Fuasa-kuasa dalamn aklkta imi Merupakan bagian e

i Yang penting dan Lidae Gapal dipisahkan dari aicka
ind dan dari sur At perjar 13ian kredit den /o ataw -
BUr sl perjanjian Ladnrey o yang dengan taigal adany &

kuasa~kuass ity tidal: alian dibuat oleh kar EManya -—--

Fuasa—kuaea Lerswsbhut Lidak akan batal atan dapat =

dibutaikan oleh 2La D apapn dan alasan apapun Jug) i~
s@lamn FENGAMEIL KREDIT G dum mel unasd hutargreas -
femEnuhl kewaj Llan-keway i bann Ya Le@rhadap” BANK s -
sedanghan apabiiag PENGAMEIL KREDIT telah malunasi -

selurun hutangnys repada fBANK dan zudah memenuky -

]'\'(F.'I-}c'.l,]J.béll‘:"'i‘l!}?!‘ﬁ.‘-\_),].l’.'ii;'ll'if'r)'E\ ter hadap BANK, malka kuazsa -~

kuasa tersebuat avan meniaui batal dengan sendir inya,

..... - L@ lama porjan Jadan Lred el aku dan bey jalamn, maka-
PENGAMBIL KREDIT ticlak borhak wn tuk berbuat SREuatu -
vang sifatnya capat MArUGLL AN BANK, s st
. iy it 4 RS0 11 0 14 e e 1m0 o i i s s PASAL 12_ A.......-.‘-._u.—..-.u._---.--.u..........‘.-.-.u.-...........
e PENGAMBETL, .lx.'l’\'i‘il.‘ T Lanpa sediin BANK tidak s

diperkenankan mengadakan irnves :asi/p@nyaar"taan, e gt

mezmbiagg a keurntungan dan Piriiaman j Angka Paniang e

el i Foerusahaan faip, - e A oy v v o Kt i e e s S

= Lemiiclan  juya PRrubabhan =tatus Rerusahaan, -———.-.

—
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harus dengan ijim LANE . S SRR e sty SR

.......-._.m..-..._....._....................._.......... PASAL 13‘_ TN e o i i s i

e PENGOAMEIL KREDIT acla dalam keadaan lalai Jika --
FEMNGAMETL KREDIT m@iangg%r walk t Reimbay aran YEIG
i telah ditetapkan dalam akta ni, kelalaian MEAME e
eukup dibuktikan larema lﬁwmﬁnym Waktu sehingga w—w-

tildak Adiperlukan lagi peringatan lewat Jur sl ——

atau peringatan lain semacam ity. T R e o e 2
..... SR B I8 PE&GAMBIL-HHEDIT Talai memenuhi kewmjibanny

mak a disamping jalan Yang telah disedialan niek frase s

Fhale am berdasarkan Pasal=-pasal 1 - 142 di atas, maka

EONE oi bers idin dan Rluasa untuk menjual dan e

menyerahkan bmrangwbarang Yang uijadilkan JEMAINAR =
dalam akta ini kepada pihak ketiga dengan Cara, =—-—-
Syarat dan harga yang dipmmdmmg baik oleh BANEK e

SElir i satu dan Ladinnya dengan Hal BUDGLLEUS) e

k@ristimwwa Ha b Subgtitutie kepada EdD i UHU&RN ey
FIUTANG DAN LELANG NEGARA. e s o . s v b s S SO
weme Mae a1 Renjualannya akan gipaergunakan wleh BANK -
untuk melunasi hutang PEMBANBIL KREDIT e kit e s
mnghmmmongkmﬂ dar biayambiayanya, derngan ketentuar, -
babhwa Jika Mied 1 Penjualannya i+t kurama dapi duml ags

hutang, maka FENGAME L. KREDIT akan ﬁ@ééfﬁ melunasi - |

kukurangmnnya, dan jikea ada k@lmhihannya ME k@ =evmeeonn.
knlebihanﬁya 1tu akan BEQE A dik@mbalikmn Pada e
FENGAMBIL KREDTT. mwmmm—wwmwwwwwmwmwmhmmmww»~m~~w~u-
...... PENGAMRITL KREDIT mengikat dirinya untuk tanpa g !

ayarat menyerabkas bmrmng“barmng YANG dijadikarn s

Jaminan dalam akla ini, padas Baat diminta oleh weoe.
i CEONK ataw Basanya dan §ik A barang-be rang Lty

berupa Fumak maka penyerahan Ltu’ alkan dilakganalan -
dalam keadaun kosong dari BEmua penghuninya, o i

EEITREG 0 s e s e o i 5 PASAL. 8, i A BN i) 7 1, i o A L

DR TATE TN
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Llause untuk dan atas nama BANK kepada Ferusahaan

—

- ABUrans ] vang dituniuk oleh BANK ., seluruh ALEL e

KANTOR  NOTARIS : |
m sebagian barang-barang yang dipergunakarn sebagai -- |

1 -y I

-———

Jaminar calam kredit dengan kemungkinan sawak tu -

walktu dapat diparpanjang oleh FENGAMEBIL KREDIT e

sebagaimana disebutkan dalam polis dar disimpan =—--

GBleh EANM_rmm_“uhmummm“m_m“MNMWmm,“mm“

4 i e e <t 4D et 6 g s o ........._..__ [ — PAS.AL 1 :«‘_‘-'. £ e 48 0 e o ek it e W 20 80 e
- Parjanjian ini bercama~sama ENgan Gegala =
habungannya dan segala ab.ibatnya dikuaral olof -

Sy arat-syarat wmum Perjaniian Finjiamarn dan kredit

FT. BANK RAKYAT INDONESTIA (FERSERD) dikenal dergan

Model SU, Yang oleh BANK ditetapkan Sebagal -

syaratnva pula dalam emberian kredayt dan wang muka
g

vantg sudah diketahui sepenuhnyve olel PENGAMEIL =-' .

KREDTT .| v immimmmimros s s s e i A

SR SRUNES it s o 10 i e 41 o e i i i o e PASAL 16 ] ST R i i s e e i g

S Diaya Motaris dan biaya-biava Kiredi lainnya

Yan berkaiton cdengan penberian kiradl i BEMUANTY R o=

ditanggung dan dibayar tunai olek PENGAMBIL = e
KREDIT, wmebelumn kredit tersebut dire

B ARy 5 001 6o o M1 e Skt v sem e i PF.SAL 1 7 @ T AR e e et e e e i i

alisagy LEN = iy S (
|
1
|

wee PENGAMBIL KREDIT mengikat diri untuk menyetujui

tdan tunduk Fepada Peraturan-peratiuran dan kebiasaan-

kebiassan BANK tentmng.m@mbmwian lredit yang telah -
aoa abaw eld kemudd an « Faos 4 yang akarn ddacakan o leh

IIANIC . i i s oo s o i i ot s o s e

B Al o 01 e v ey o o i i A L i e PASAL 1_9 . I o e i 2 n b g ity o e s
Npmbai l & stelak Rerijaniian ini Bre2 el - FENGAME ] L
EREDIT meEnungoak , maka bunga dan tlenda bunga yang -

trrlak ditmntgkmn dalam Persetujuan Membuks Kredit -

ini tetap berlaku demikian Pula segala Persyaratan -

lain=lainnya. T T T I e e e s v i i e S SO

R pe———

$ et Lo st St it b 0§ e ot e et
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we TR Lang PErjaniioen ini tlengan Segal a @kl batnya -

wedrta pmlmkmanaannya bedua belakh Pibak memilif -

Aempat Ledudukan hukim Homisili ) yang

tetap dan

CANTOR  NOTARIS

bimim i Kantopr Kepanitorsss

o Pengadilan Negeri TR

Urusan Fiutang

dan/ztawn Radimn elarn Lelarg Nagara

_'_'——-—_.___

( BUPLN Y Surabava dengan tidak mengurangi hak dan

WEWET ARGy e BN bk menoamtot Pelaksanaan / -
mhanhusl atau meagajuban Luntutan Pk um terhadap -

POPENGAMETL KREDIT herdasark an Perjaniian imi melalui
ot o dihadapan Pungadilamwwmngadilan lainnya =

ﬂimuwapun.juga'didmlam Wl ayah Republ ok Indonesia.

DEMYKYAN AKTA INI oo,

e Muoissaikan #elagal minuta di Mgawi, Fada Fari
an  tangeal SCpmrti torsebot Pada awal akts di atzs-
Sergan dihadie oloh

THFFiWQMLEL,

2. Myonya m‘ A e o S 5 s e o]

kmdumwﬂmmnya Feror

ai Kanter Notaris dam bertempat --
tinggal oy Mgaws, , nobagal gakal~gakai, —w.

S i bt i e B - s

- Eoficlal pkta iri dibacnkan oleh Baya, Motaris
“epada para penahadap dam

bantiba 4k Tugs,

Fravra sakesi maka pada s

praaea Renghacap, Para saiksi dJdan e

MY, Nehoarse aenandatanogani akta imi.

= X3 B cdengan trep s perubahan, Fantian, corsgtan

MG pum Lamlsaliar

vem MAFED @k bs ind el an HitnmdatangaNA Gerigan
ORIy oemess i

- DIRERTRAM SEROGAT SALINAN YANG BAMA BUNY INYA ,
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BANK RAKYAT INDONESA, (F’ERSERO) Model : SH-03-TAP
KANTOR CABANG Untuk Pinjaman deagan Angs

1
|

SURAT PENGARIAN HUTANG

Nomor:

Untuk kepentingan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) sebagai Bad
Hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan  Akta Pendiriannya (Anggar
Dasarnya) yang dimuat dalam Akta Nomor 133 tanggal - 31 Juli 1992 ya
dibuat di hadapan MUHANI SALIM, Sarjana Hukum,  Notaris dj Jakarta ¢
telah  diumumkan dalam Berita Negara Renublik Indonesia Nomor 73 tang;
Il September 992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nemor
tahun 1992 berikut perubahannya dengan Akta Nomor 78 langgal 19 f:pleml
1992 tentang Berita Acara Rapat dan Akta Pembetulan* Nomor 6 tiaggal
Oktober 1992  dibuat oleh Notaris -yang sama dan telah diumumkan dal;
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 tanggal 20 Oktober 1992 Tambah
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 010A tahun 1992;

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun (

yang bertandalangan di bawah inj : )

dengan  inj mengazabungkan  dirs mas:ng—masing untuk  menanggung  hutas
sejumlah  di  bawah ini . atau scgala  hutang Yang akan timbul sehubung:
dengan Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersam:
sama  maupun  sendiri-sendiri atau  salah seqrang  saja menanggung scga
hutang (hoofdelijk)*+), selanjutnya diszbut YANG BERHUTANG i menyataks
dengan sesungguhnya mengaku berhutang kepada PT. BANK RAKYAT INDONESI
(PERSERO) Cabang selanjutnya disebut BAN!
karcna telah menerima uang sebagai pinjaman sejumlah Rp.

(

Inenurut  syarat-syarat dan ketentuan—ketentuan yang ditetapkan oleh BAN
sebagaimana tersebut dibawah inj :

PENGGUNAAN PINJAMAN
Pasal 1

Pinjaman yang diterima oleh YANG BERHUTANG dari BANK dipcrgunal@nn untu
keperluan

' PROVISI, BUNGA, BUNGA TAMBAHAN
DENDA DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 2
. YANG BERHUTANG harus membayar provisi sebesar , % dari . besarny
pinjaman tersebut diatas atau sebesar Bpa :
( : 3

yang harus dibayar tunai dan sekaligus Iun.ns‘pndn saat penanda-tanganan pengakua
hutang ini dan untuk pembayaran provisi tersebut Surat Pengakuanl Hutang in
dipergunakan sebagai bukti. il

-

*) Diisl dengan pibak yang berhutang,
') Hanya dipergunakan Yila peminjam terdir atas 2 orang atau lebih
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2. Atas pokok pinjaman tersebut dikenakan bunga scbesar Y% per tahun
secara FlaVAnnuitet/Non Annuitet. *) ]

3. Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG
BERHUTANG kepada BANK dengan cara mengangsur menurul aturan angsuran
tetap, yaitu  jumlah angsuran  pokok pinjaman  berikut bunganya dalam

kali angsuran bulanan berturut—turut tiap-tiap kali scbesar
Rp. : :
( AL
dimulai pada bulan tahun dengan ketentuan

bahwa pembayaran dngsuran yang ditctapkan harus dilaksanakan selambat-
lambatriya pada akhir bulan angsuran **),

Tiap=tiap  jumlah angsuran  baik  pokok maupun  bunga yang terlambal
dibayar YANG BERHUTANG dikenakan bunga tambahan sebesar 50 % dan
atau denda sebesar 50 % dari tarif .bunga per bulan (flat) x angsuran
pokok  tertunggak,  dan dihitung  untuk setiap bulan  keterlambatan,
sedangkan  jika terjadi  pelunasan maju  maksimum sampai  dengan 3
(tiga) bulan sebelum jatuh tempo pinjaman, diberikan potongan
pembayaran bunga menurut ketentuan BANK kepada YANG BERIIUTANG,

4. Apabila  pengakuan hutang ini telah jatuk  tempo  dan lernyata YANG
BERHUTANG belum melunasj seluruh Liutangny kepada BANK maka ketentuan.
tentang  besarnya  bunga, bunga  tambahan dan  denda tetap  berlaku
sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan pengakuan rutang ini. '

SYARAT - SYARAT PENARIKAN PINJAMAN
Pasal 3
ty'!

Penarikan pinjaman dapat dilaksanakan apabila ; **+)

JAMINAN
Pasal 4 |

menjamin pembayaran lunas segala hutang YANG BERHUTANG kepada BANK berupa
pokok pinjaman, - bunga, tambahan bunga/denda ‘dan biaya~-biaya lain yang
timbul schubungan dengan pengakuan hutang ini dan sebagai bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang inl, maka YANG BERHUTANG
memberikan jaminan kepada BANK sebagaimana tersebut di bawah Inl k)

Guna  menjamin Supaya pinjaman dibayar dengén semestinya serta  untuk |
|
|

|

ASU'RANSI TERHADAP PINJAMAN A'.l'AU JIWA PEMINJAM
Pasal 3 5

i

Untuk kepentingan BANK, BANK dapat mcmpen‘ahggungkan atau mengasuransikan
pinjaman ini atau jiwa YANG BERHUTANG kepada Perusahaan Asuransi Kredit
atau Perusahaan Asuransi jiwa yang ditunjuk olehr BANK atas beban YANG
BERHUTANG/BANK/YANG BERHUTANG DAN BAMK *) dengan syarat-syarat asurapsi :
~ yang berlaku. _ :

‘) Coret yang tidak diperlukan.
**) Digunakan untuk pinjaman dengan angsursn tetap/Flat,
44 Diisi sesuai dengan syarat keputusan Kredit oleh Pemufus kredit,
***1) Diisi dengan Jenis Jaminan, pengikatan jamioan dan form yang digunakan

e
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ASURANSI TERHADAP BARANG JAMINAN
Pasal 6

YANG BERHUTANG wajib mempertanggungkan atau mengasuransikan atas beban =
sendiri dengan Banker's clause kepada Perusahaan  Asuransi yang ditunjuk
oleh BANK, seluruh maupun sebagian basang--barang yang dapat diasuransikan
yang dipergunakan sebagai jaminan dzlam pinjaman ini minimal selama jangka
waktu pinjaman dengan kemungkinan sewakiu-waktu dapat diperpanjang oleh
YANG BERHUTANG sebagaimana disebutkan dalam palis dun disimpan di BANK. i '

KEWAJIBAN LAIN DARI YANG BERHUTANG
Pasal 7 re!

YANG BERHUTANG bcrkcw:\jib;'m untuk menyerahkan kepada BANK asli surat-surat
bukti pemilikan agunan untuk disimpan oleh BANK sampai dengan pinjaman
lunas.

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang
ditunjuk BANK dan YANG BERHUTANG wajib mematuhinya untuk sctiap waktu
meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan BANK kepada
YANG BERHUTANG dan/atau perusahaannya.

PERNYATAAN
Pasal 9

YANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan :

I. Bersedia memberikan setidp  keterangan-keterangan - dengan sebenar-benarnya
yang diperlukan oleh BANK atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan—peraturan
yang  telah  ditctapkan_ . atau vang  kemudian  akan  ditetapkan  oleh
BANK terutama rengenai kebijaksanaan pemberiar. pinisman,

2. Bahwa pinjaman yang diterima dari MANK tersebut akan dipergunakan
untuk  keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1,
dan setiap waktu BANK berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud,

3. Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka BANK
berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan
tanpa menunda-nunda lagi membayar selu:uah pinjamannya berupa pokok,
bunga, tambahan bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya ' yang
mungkin timbul, dengan seketika dan sekaligus lunas.

4. Bilamana pinjaman tidak dibayar © linas pada waktu yang -telah
ditetapkan, maka BANK berhak untuk. menjual  seluruh  jaminan sehubungan
dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum,
untuk dan atas permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan
YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya . akan
menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Surat
Pengakuan Hutang ini. ' ‘

5. Apabila pernyataan pada ayat 4  tersebut di atas  j{dak dilaksanakan
dengan semestinya, maka atas blaya YANG DERHUTANG sendiri, pihak I}ANK

dengan bantuan yang berwenany dapat melaksanakannya.
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BIAYA-BIAYA LAINNYA A
‘Pasal 10

Bea meterei, biaya percetakan, biaya Notaris, biaya Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian
pinjaman ini, merupakan beban dan harus dibayar oleh YANG BERHUTANG.

DO MILSYLI
Pasal 11

Tentang  Surat Pengakuan Hutang ini dan  segala akibatnya  serta
pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tcmpat kedudukan - hukum (domisili)
yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) di

dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK uniuk mernuntut pelaksanaan/
cksekusi  atau mengajukan  tuntutan  hukum terhadap YANG BERHUTANG
berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui  atay di hadapan Pengadilan—

Pengadilan lainnya di manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia,
fe!

KETENTUAN-KETENTUAN.LAIN
Pasal 12

. Kuasa-kuasa yang diberikan YANG BERHUTANG kepada BANK sehubungan
pemberian -pinjaman  ini diberikan.  dengan  hak  substitusi dan tidak
dapat ditarik  kembali/diakhiri baik oleh  ketentuan Undang-Undang yang
mengakhiri  pemberian  kuasa sebagaimana ditentukan  dalam pasal 1813
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan
kuasa-kuasa  tersebut merupakan  bagian  yang tidak dapat  dipisahkan
dari  pemberian pinjaman ini yang tanpa- adanya - kuasa-kuasa tersebut
Pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat.

2. Scgala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang
oleh BANK diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain " ‘merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.

3. Terhadap pengakuan’ hutang ini dan segala  akibatnya berlaku pula
“SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO)” yang telah disetujui oleh YANG BERHUTANG dan
mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan satu Lesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dari pengakuan hutang’ ini  sekalipun syarat-syarat
tersebut tidak dilampiri dalam pengakuan hutang Ini.

4. Surat Pengakuan hutang ini mulai berlaku sejak ditandatangani,

Ditandatangani. di

YANG BERHUTANG *)

*) A Dalam kal Surat Pengakuan Hulang ini dicap jempol olch yang berhutang wajib dilegalisir / diwasrmerk olch pejabal yang berwenang,
b. Jika dapat menulis tiap-tiap yang berhutang harus menulis sendiri diatas tands tanganuya:
"Baik untuk sejumlah Rp. voumeemmssenecs ( dengan huruf ) ditambah deagan bunga dan ongkos-ongkos”,
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I

AKTA PEMBERTAN HAK TANGGUNGAN

No: 89 /HT /W /Ngawi /2002

Lembar Pertama/Kecdua

Pada hari ini, Jumafingeal gm0 e tiign e
bulan Me 4 ‘ahun 2062 dua ribu dua -

FUEEA SRd s Gtk i dha hasds e tmeod oy $AAAP S P Se44 i s 0 s .._._........_............._......._....-.........._..................~.......__.._................-_........._...._.......,_.

hadir dihadapan saya .
\ ‘1 Jana Hukum, -=w——-
yang berdasarkan Surat Keputlsan COENTerl Negara Agraria /

Kepala ERadan Fertanahan NABLOMAL e e o s e s e e
tanggal 04 Maret 1sRpmor F= Ko (RN

diangkat/ditessierk scbagai Pejabat Pembuat Akta‘Tmmh, yang selanjutnya disebut

PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemecrintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja se~kKabupaten Ngawi

T M 444 Sartd S nd bt e S o T IS W Wi st b bt aares b e o s et TS R A 0 el o i . 0 i, s s A e . ———

dan berkantor di Jalan Yps Sudarso
NONOE 1 28 MEAWE =i s ass o e dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta inj ! -=---

I ] Tuan ~q Swasta, T e e oy

pemegang Surat Keterangan Nomor Pt b e e

40ﬂ/64/415.lﬁﬁq1015/3003 tanggal 30 April 2002~

O G ENIRETCT, Swasta, pemegany Surat «—e—oeco—e
Keterangan Nomor 400/65/415.152"1615/2002 - —————
tanggal 20 April 2OOD y = o e e e e
Tomenurut keterangan mereka keduanya e e o
suami-isteri, bertempat,tinggal o s S S

Kabupaten SllBe, Cocamatan MRS , Ko lurahan we—e——

S alan Kyai g Lingkungan Gemmmmge —---

Akt Pemberian Hak Tunggungan e 1 idri 12

e
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sabkan coretan

e

II.

Akpa Pemberiun Hok Tunggungan

pemegang hak atas tanah/w%“h*ms—%m—gumm yang
akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak;

pemilik

selaku pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama,

FeEmimnin Cabarmg T, T a2 T T et

O PERSERD ) Cabang e o bempat tinggal di Jalan Ahmagl -
farid Momeor s =9 Meyewd g B sl

TomeEnurut keterangannya daiam hal ini bertindak dalam e o

Jabatannya tersetut mewalkili Direbkes] bardasarian LR

L1

llasa Momor 56 tertangoal 11 Mei 1999 yvarg dibuat dihadapar~
SRR o o Hakum, Notaris i Jakarta, oleh karena -

1w berdasarkan Anggaran Dasar BT, e
O FERgais) ) Yang dimuat dalam akta Nomor 133 tanggal
Shodula L yang cibuat oleb | Sarjana Hukun, -

MNotaris i Jakaria, dan telah civmumian clalam Barita f\lagara--
Hepublik Indonesia Nomor 7 tanggal 11 September 1999 —
Fambahar et Negara Repusl ik Indonesia Momee A ——————
tabun 1995 Faessr=d bews i r:n:el"l..tt\c'.-\hear'lwpz-.'l"ube-\l"mnﬁy&\, terakhie dengan -
Ak ta Nomor 7 tancoal O4 e tennte 1998, vang clibuat e e
ol hadaman TR, Fkum, Notaris dio Jakarts <
can telabh chiumanbkan dalam Berita Negara el Ak Indonesia -
N & tanagal 26 Ok tobw- 1999 Tambahar Berita Negara -—-—

Feepand i, Indonesia Momop 7216 bakuin L9999 bertimdak L Bk, —

var atas nama il FEFRSERD ) - s
B kesc ek am cli Ja»\fr.::-.u"'t‘r"a, Jalan Jemdral m——‘“*‘
LY g T e

Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang
bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan sctempat akan bertindak
sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak
R, e e e

Halaman 2 dari 12
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ki an cormian Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap —
. ; | e Saya kenal dan
yang lain diperkenalkan etetmya Kefada saya / Para penghadap diperkenalkan
] t Gvg~plab onlbios oo o fl=vane olean Jio. . Bada-nldsie o ind
/_ Ly =isae gy LU Ao e 38155+ Pergehtr J g oty IoToTatcatt Padt u:uu:l._ﬂkt'ﬂ—i‘ﬁ'h——
Para Pihak HERRSERB BN S| s smemtntron s it omonmis i s e
& -

* bahwa oleh Pihak Kedua dan penghadap
NS

|'Iil(f¢.‘J'"‘j:’u:ER!T\E:\“"!B«?:\HH:‘S. d(-.“.‘f'l(,_‘J(:‘:lﬂ NYDHYE m '“"-"""-"'“-'"'“""'“""""""--""-'""'

A

selaku Debitor, telah dibuat dan ditanda-tang
3 dibuktikan dengan :

Arictt-tangand

- Akta Fersetujuan - dibuat d'h“d‘]p‘m ' ) ]
MBka Krecl ) ——— yang salinan resminya di
roeteral cukup, cee Akta di bawah tangan yang bermefoas up, dibuat di
mam 3 OX, tangoal - :

Medi 2000,

rmeteral cukup, —- nomor '
0 olbat dihadapar

y&ls Notaris di .

—kepada—saya-:
R

L * bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlal Rp“
lisahkan coretan — ___
a2 ganti R U8

-----

c

tanggal

—_-..-—-—.—.-_—-.__—_-_--.——_-—

__.__.--_...._..-——_-._-_-.._--—_.——._—.__._-......__—_._.—._....__-_—.-_—.——.—-._—_-.—_._

/sejumlah uang yang dapat ditentukan dj kemudian harj berdasarkan perjanjian
utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, Perpanjangan serta
pembaruannya (selanjutnya disebut perianiiar i '

Nilai Tanggungan sebesar Rp.

oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan

Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan
yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan -
pelaksanaannya res-Obyel/Obyelk-ob {

13 uu:y‘\h.-.n: et L}Pu

) hak atas tanah/Hak Milik At
an di bawah inj

* Hak Milik/Hak Guna Usaha/H
Nomor

sebagaimana diuraikan dalam ¢

Rumah Sugun yang diuraik

Pakai ¢ ceomemmeae

atas sebidang tanah
kur/Gambar Situasi langgal
Nomor

m2(

..................

ak Guna Bangun;

seluas

meter persegi)

ARna Peodwe ian Hal langguniun
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............

eringkat I (Pertama) - tertetahdi-

tis obyek bErupa § ——— . i
(satuw) Hak atas tanah ;mbpmsl /K
ang diuraikan dibawah~ - Kabupaten/Kota
Ml 3 - Kecamatan
Sebidang tonmh Mak ~ . Deenficeliisiion
Milik NOMOF 68, s i
yang terletak di 3 -—
Fropinsi Jawa Timur - .

- Jalan

Kabupaten ® = yang diperclch olch Pemegang Hak berdasarkan 1-----=eeeeeecmeeecceec oo
Kecamatan .
Kelurahan dememmgs — -

seluas 108 M~
( seratus delapan =—-—
meter persegi ) e
sebagaimana diuraikan

dalam Surat Ukur —m ¢ Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakp wsereeocmueertiree.
tertanggal e atas sebagian tanah Hak Milik / Hak Guna Usaha / Hak Guna Bangunan / Hak
13 Desembr 2000 —w—— Pakai Nomor l

MNexnorr & 16/Fele rarin 'y = -
seﬁipikg'\t'. t‘;@‘;} o dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
bukti haknya tertang- yaitu seluas kurang lebih
gal 19 Juni 2001, e
terdaftar atas nama ~
y == dengan batas-batas
Sertipikat tersebut -
liserabkan kepada -
saya Lntuk keperluan-
wendaftaran Hak Targ-
wngan yang diberikan
lengan akte ini, ————-

m2 ( ' 1
meter persegi),

ahkan co etan dengan
tian, - '

sebagaimana diuraikan dalam Suyt Ukur/peta tanggal S
~\!.u;f Nomor yang dilampirkan pada akta ini
m-hﬂ‘*k AL L T S S

- Propinsi

. e \

: = - Kabupaten/Kota

’ 3 xb‘.‘_.

R - Keenmatan
( e - Pesa/Kelurahan
N - Julan

| G rng diperoleh ofeh Pemegang: Hak berdasarkan te--seeecemmmeenecee
. yang dij gang =

=

» Hak Milik atas Sebidang nah § seeeeeee e
w41l Nomor Blok Kohir Nomor
' seluas kurang lebih : m2

' & . ]
meter Pbﬁvsﬁ',

<4
Y 1 mbvr v Hhat B e
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disahkah coretan

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada akta inj

Gt IR e SR e

/]4/ é - Propinsi

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- "Desa/Kelurahan

% = ~Jalan

bérdasarkan-a]at~alat bukti berupa ; -eeuee--. e e e e e bomaia

--------------------------------------------

Akta Pemberian Hak Tanggungan Halaman 5 duri 12
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dizahkan coretan

Qg™

Sertipikatdan bukti pcmili'kan yang disebutkan di atas diserahkan kepada saya,

PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, pendaftaran peralihan hak, dan
aadalfioea e 111 Thw

% SEHPAR~ YAt bertcan-danann alita famt.
iJhllUli}luI armrTInT ILIlebLll1bSlll Jﬂl[lb SMTUCTTINTTT \.l\vlibllll U Ty

Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga : ---
Segala sesuatu vang tertanam, ditempatkan dan ——————

didirikan di atas tanah tersebut, baik yang sekarang -
telah ada maupun dikemudian hari akan ada vang karena-
‘ss;i‘fmt, guna rjc-ar‘untl-tl'.'.;ar'lrw.ﬂ atau menurut PENETAPAn m————
Uncl.ztntgﬂ.u"ndemg termasuk sebagai barang tetap, ~——cea—e.
setempat dikenal sehagal l<-'.'c-311.||"£al'1alr1m, ke s
P-imcarnate\n_, ‘“abupaten i Fropinsi TETTICRENIS.aY

“Unluk selanjutnya hak atas tanah/ HH dan
Sahkan coretan benda-benda lain tersebut di atas disebut sebagai Obyek Hak Tanggungan yang
oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya, eeemeeecsecomamee

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana teisebut di atas menerangkan,

X bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan
2 /At ketentuan-ketentuan SEbAGDT Berikut 1| soveneaemeneaniceia 20 e
(TP p N
ﬁ}V ------------------------------------------- B
)
1&}‘/ (f - Pihak pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Tanggungan tersebut di atas,
betul milik Pihak Pertuma, tidak tersangkut dalam suatu sengketn, bebuas dari
\

sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat, ----eseesn- —---

Akt Pemberian [k Tanggungan
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Hak Tanggungan (ersebyt di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh |
Pihak Kedua dengan janji - janji yang disepakati oleh kedua belah pihak
sebagaimana diuraikan dj BAWEN It e

—Bebiter—dapat n.c!a%e‘ctk&ﬂ—pe#rﬁasﬁﬁ—&é&ﬁg—yang SHjtmn—densen—ilak
isahkan coretan Tanggungan di aias, dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nj
B s e masing-masing hak atas lanah yang merupakan bagian dari obyekshak

Tanggungan yang akan disebut di bawah ini, dan yang akan dibebagkan darj

Hak’ Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungapftu hanya
membebani sisy Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sigs utarg yang
belum dilunasi; i T e e W
- Obyek Hak Tanggungan :

dengan nilai Rp. (
)
- Obyek Hak Tanggungan
dengan nilai Rp, ]
)

- Jbyek Hak Tanggungan

- dengan nilaj Rp, (

. ' )
Tanggungan “kemudian dipecah sehingga Hak
Tanggungan membeKan; beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan
pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran
yang besarnygSama dengan nilaj masing-masing hak atas tanah tersebut, yang
akan dibebagkan dar Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan
itu hanyamembebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang
elum dilunasi. Nilaj nmsing-masing_hak atas tanah tersebut akan
ntukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak

Dalam hal lObyek |

* Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lajn Obyek Hak
Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua,
termasuk menentukan atay mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima
uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan; -=-eecceeemeee .

* Pihak Pertama tidak akan mengubah atay merombak semua bentuk atau tata
susunan Obyek HMHak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan
kcgunnannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Pitak Kodun smmeecoemesmncmeac 2 S

Akta Peniberian Hak Tunggungan i Halaman 7 duri |2
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e

+ Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak
Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan
untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak
Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan; ------=-seeeeemconaconaae- ---

« Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan
perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua.
selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi |
dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa

persctujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama i-=s=sseseemsemmomocmaemmoosonoooconene
a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak
Tanggungan baik seluruhnya maupun scbagian-sebagian; ====-===s=s=ssezeceeuen

b. mengatur dan menetapkan waktu, tempoat, cara dan syarat-syarat penjualan; -
c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;------
d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;---------
¢. inengambil dari vang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk -
melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan ===----=e-meeemmmemeeneencee e

f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum
yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu
g. dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut. ---

+ Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obyek Hak
Tanggungan tidak akan membersihkan Hak tanggungan tersebut kecuali dengan
persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan Kedua dau seterusnya, walaupun

" sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan Pertama;

« Tanpa perscetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama
tidak akan melepaskan haknya atas Obyek Hak Tanggungan atau
mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga;---------==-=s=-=--

» Dalam hal Obyek FHak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau
dicabut hakiaya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas
Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak
Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa,
untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala
sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga
lainnya, unituk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang
dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik
oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti
rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya.--

« Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap
bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak
Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang
cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak
Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan

Aktar Pembieedon Hek Tanggungon Halaman 8 darl 12
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oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan’ membayar premi pada waktu dan

sebagaimana mestinya; Dalam -hal terjadi kerugian karena kebakaran atau

‘malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini

diberi dan. menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk"
menerima  seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang

bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor;------- - memeeeeen

* Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenaiigan, -
dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang
diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek
Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk
mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Obyek Hak
Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilariggarnya ketentuan Undang-
undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka walktu dan
pembaruan hak atas tanah yang menjadi ebys!: Hak Tanggungan; «------eermeeeee.

» Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak
Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang
berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada
waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh
mengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersebut kepada
Pihak Kedua atau pihak yang diturjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat
menggunakan dalam arti kata yang seluas-iuasnya;-----eesmeeecceememcecomoeenn

* Sertipikat tanda bukti hak atas tanah’ yang menjadi Obyek Hak Tanggungan
akan’diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan
dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai
pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini
memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari
Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar;cemmemcee e

9
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Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan
dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak
Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat-
pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani
formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar
semua biaya dan menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala
tindakan yang perlu dan berguna.untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-
ketentuan tersebut, ------- e NS —mn

Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tnnggunrg;m terscbut di atas dengan

H ) B s (ko Eant 0y L EATY 2 0 - - e S
segala akibatnya memilih domisili pada  *&ntor Eapaniteraan

Fengadilan Negsri m‘ m dan/ataw Badan Ureusan
Fivntang dan Lelang Negara ( BUPLN ) Eﬂﬂmﬁﬁﬁn‘*HWM“"m“““

B U 0 [ (S o Nl N .-

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan scgala biaya mengenai pembebaran
Flak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh EiRak Portame, - e

yang 1 angkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui
H la sunlcia tal
Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : - --

Lo Nona e RPN , - - o oo e e e e e
2. Nyonys S .

K@dua=cuanya pegawml KarmGor INCEmE L m, oo s o om0 omm——
bertempat tingoal ol <HEg. e S e e
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dijelaskan, maka sebagai bukti
“tersebut di atas, akta inj ditandatangani oleh’
embar in originali , satu lembar

Ya. disampaikan_kepada Kepala

disimpan di kantor saya, sedang L?@-:R?f ‘lai_r_m
Kantor Pertanahan Kabupaten/Keta— =

untuk. keperluan Pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta inj, ---

Pihak Pertama

Pihak ¥ ~dua

:'.a:"\l,"‘ T .‘r}:b.\ L
b7 A
it v Pejabat Pembuat Akta Tanah
R

..................................................
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nepaca Ym,
Oirektorat Jendral Piutang dan Lelang Negaia { DUPLN)
Melalui :
Kantor PelayananPiuiang Oan Lelang Negara(KP2LN) Madiun
JI. Sarean No.5
di—

MADIUN

Srt.Keputusan Menteri Keuangan Fi No.300/KMK.01/2002.

Menunjuk Surat Menteri Keuangan tersebut diatis tentang Perigurusan
Piutang Negara dern an ini kami limpankan Pengurdysan kasus pivtanc Mmacet kami
g g p peng 8

sebanyak debitur atas rama TS, ( Oafixr terlampir )
untuk dapat ditagih / diselesaikan sesyaj Wewenang yang aria pada KPaLN

Sebagai bahan kelengkapan Pengurusan Piutang Negara Perbarkan. kami
lampirkan dokumen — dokumen sbb - F

1. Ikhtisar Piutang Negara yang dilimpahkan

2, Fotocopy Perjanjian Kredit.

3. Dokumen asli bukt; kepemilikan dan Pengikaman baiang jaminan.

4. Fotocopy Identite Penanggung Hutang (PH)/ Fenjamin Hutang (PjH),

S. Fotocopy/Salinan Rekening Keran atay dolkumen lain yang mendukung besarnya
hutang,

Demikian kasus Piutang Negara yang dapeat kami a Jukan untul dapat dise —
lesaikan sesuaj ketentuan Yang berlaku, Atxs pPerhatian dan Kerjasama Salidara Kkami
sampaikan terima kagil.
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